GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 - 818 - 2023
TENTANG

EVALUAS] RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
MENTAWAI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3)
dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomeor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi
sebelum ditetapkan oleh Bupati.

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan
Mentawai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi
untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubermur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286).
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 3istem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2024 ientang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nemor 4, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomar 6757).

Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2022 tentang Provins
Sumatera Barat |Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indenesia Nomer 6806].

Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraiuran Menieri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraluran Menteri Dalam Negerln Nomeor 15 Tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
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MEMUTUSKAN :

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai tentang Anggaran Pendapatan dan Belama Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Bupati Kepulauan Mentawai bersama Dewan Perwaldlan
Rakyat Daerah menindaklamjuti hasil evaluasi dengan
melakukan penyempurnaan dan penyesualan atas Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Peniabaran
Anpparan Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Anggaran
2024 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 {tujuh) han
terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubemur ini.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklamjuti oleh Bupati
Kepulauan Mentawai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Bupati Kepulauan Mentawal menetapkan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupatcn Kepulawan Mentawai tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulavan Mentawai
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angparan 2024 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur
mengusulkan kepada Menterd Dalam Negeri, selanjutnya
Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan
untuk melakukan penundaan danfatau pemotongan Dana
Transfer Umum  sesual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Bupati Kepulauan Mentawai menyampaikan  kembali
Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Kepulauan Mentawai
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupat: Kepulauan Mentawal tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan dan
penyesualan sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur
sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor
register.

Bupati Kepulauan Meniawai menetapkan  Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulanan Mentawai tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupati Kepulauan Mentawal tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kepulauan
Mentawai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sctelah mendapatkan
nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.
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Penganggaran, pelaksanaan  dan pertanggungjawaban
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kepulauan
Mentawai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

INS| SUMATERA B Ditetapkan di Padang

oo MO pada tanggal '* Desember 2023
| GUBERNUR SUMATERA BARAT,

=

I i MAHYELDI

Tembusan:

LS ‘\

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah;
2. Kepala Perwakilan BPK Rl Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.
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KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOE 903 - 818 - 2023

TANGGAL 15 DESEMBER 2022

TENTANG EVALUAS!I RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAIL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN EBUPATI KEPULAUAN
MENTAWAI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I.  TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulanan Mentawai tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupali Kepulauan
Mentawai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji
kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati
Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan -

A. Ketentuan peraluran perundang-undang an yang lebih tinggi;
B. Kepentingan umurl;

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah [{RKPD)}, Kebijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

[I. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 avat (3] dan Pasal 315 ayal (1] Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daecrah, serta Pasal 112 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 20129 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur
sebelum ditetapkan oleh Bupati, meliputi:

A, Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawar tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Bupati
Kepulauan Mentawai dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati
Kepulauan Mentawal tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024,
disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APEBD
sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut .
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Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

. Penctapan/ Persetujuan /Surat
Mo, Urajan Nomor Tanggal Ket. ,
Penetapan Perkada E:ﬁﬁ;f::f;ét satil i
| | mengenal RKPD Nomor 10 Tahun 2023 7 Juli 2023 mingg setelab '
Kabupalen Kepulauan RKPD Provinsi di !
Mentawai Tahun 2023 :
: tetapkan) :
Penyampaian Rancangan | Sesuai,
2 KUA dan Ra.ncangan LU0/ 337 fBUP 14 Juli 2023 [paling lambat i
PPAS oleh Kepala Daerah minggu [I bulan
1; kepada DPRD Julij
| Kesepakatan antara 100.3.7.1/4/NK/Huk/2023 Tidak Scsual,
3 ! Kepala Daerah dan DPRD dan 100.2.7.1/4/NK- 30 Agustus 2023 | [Paling lambat :
atas Rancangan KLUA IIPRIY 2023 minggu Il bulan !
| Aguuilng
Kesepakatan antara 100.3.7.1/5/NK/ Huk /2023 i Tidak Sesuai,
4  Kepala Daerah dan DPRD dan 100.3.7.1/5/NK- 30 Agustus 2023 ; PAINE lambal
atas Rancangan PPAS DFRD/ 2023 _ minggu Il bulan
L L ~Apustus]
Penyampaian Rancangsn .
Peraturan Dacrah Scm_]fu.
5 | tentang APBD olch 900.1.1/458 /BUP 13 September 2023  (Paling lambat
i Kepala Daerah kepada minggu Il bulan
" DPRD September)
BA Nomar Seslyal,l. 1 1
Persetujuan bersams 100.3.7.1/ 13/ NK- 5 Noverber {fﬁ‘tﬁ’;“b:ir;n’a‘
& DPRD dan Kepala Daerah Huk /2023 5073 s:cbelum dimulainva
Tentang Hanperda APBD 100,371/ 13/ NK- ) ¥
| DPRD /2023 i tahun anggaran
| berkenaani
| Menyampaikan '
¢ Rancangan Peraturan ' Besuai,
| Daeran tentang APBD . tdisampaikan 3 [tiga)
i dan Rancangan . 27 November hari sejak tanggal
H 7 Peraturan Kepala Daesrah 100.3.1.2/651/BUF 2023 prraeiujuan
tentang Penjabaran APBL ! Rancanygan Perda
‘ untuk dievaluasi AFBD)
Gubemur :

Rancangan Peraturan Daerah XKabupaten Kepulauan Mentawai tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 telah disetujui bersama antara Bupati
Kepulauan Mentawai dan DPRD pada tanggal 22 November 2023 dan telah
disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 27 November 2023, sudah
sesuail dengan Pasal 245 ayat (3], Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kall terakhir denpgan Undang-Undang Nomor & Tahun
2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2032 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan
Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu disampatkan kepada
Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tangpal
persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai tentang APBD Tabun Anggaran 2024,

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan
Mentawai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut juga
disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang discpakati antara Kcpala
Daerah dan DPFRD.

RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Kepulauan Mentawali Nomor [0 Tahun 2023 tentang
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
2024 ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2023, tidak sesuai dengan Pasal 104
ayat (2} Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoer 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Ewvaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Teniang Rencana
Pembanpgunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tala Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah,
Dan Rencanaz Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa
Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD
Kabupaten/kota paling lambat 1 (satu] mingpu selelah RKP[D} Provinsi
ditetapkan, di mana penetapan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
dilakukan pada langgal 27 Juni 2023 dengan Peraturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024,

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun
2024 oleb Bupati Kepulauan Mentawai kepada DPRD Kabupaten Kepulauan
Mentawai pada tanggal 14 Juli 2023 dan Kesepakatan antara Bupati
Kepulauan Mentawai dengan DPRED Kabupaten Kepulauan Menlawai
terhadap KUA dan PPAS Tahun 2024 pada tanggal 30 Agustus 2023, tHidak
sesual dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam
Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa
penyampaian Rancanpgan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh
Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu [ Agustus
2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan
KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu 1l Agustus 2023,

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentung APBD Tahun 2024 olch
Bupati Kepulauan Mentawai kepada DPED Kabupaten Kepulauan Mentawai
pada tanggal 13 September 2023, sudah sesual dengan Tahapan dan
jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Neperi
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD cleh Kepala Daerah kepada DPRD paling
lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 {lima)
hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi
daerah yang menerapkan 6 (enam) har kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun 2024 cleh DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan
Bupati Kepulauan Mentawai pada tanggal 22 November 2023, sudah sesuai
dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D
tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Persetujuan
bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 1 {satu) bulan
scbelum dimulainya tahun angparan berkenaan.

Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauon Menlgwa! agar
konsisten dalam memenuht tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penelapan
RKPD, penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar
bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Angparan 2024 sesuai
dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 11! Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
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B. Kebjjakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana
penerimaan daerah vang terukur secara rasicnal vang dapat dicapai untuk
sctiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang terdinl atas pendapatan daerah dan
penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana
pengeiuaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas
pcnerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar
hukum yang melandasinva, yang terdiri atas belanja daerah dan |
pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, sctiap pcjabat dilarang
melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika
anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan
pendapatan daerah, belanja dacrah dan pembiayaan daerah antara lain
dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Dacrah

a. Alokasi larget pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawal tentang APBD Tahun
Angparan 2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur
secard rastenal yang dapat dicapat untuk setiap sumber Pendapatan
Daerah dan memilitki kepastian serta sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, scbhagaimana maksud Pasal 24
ayat (4] Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019. Berkailan
dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan
Menlawai dalam menyusun prognosis target pendapatan harus
memperhatikan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022
sebesar RpB41.527.766.248. 41 atau 97,54% dari total anggaran
pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anpggaran 2022 dan
realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan
tanggal 10 November 2023 sebesar Rp559.535.528.550,87 atau
08,06% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Dacrah
Kabupaten Kepulavan Menlawal tentang Perubzhan APBD Tahun
Anggaran 2023,

b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daecrah Kabupaten Kepulanan Mentawa tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar
kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesual dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dialkui sebagai
penambah ckuitas yvang merupakan hak daerah dalam 1 (satu)
tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 dan butir C.l.a s/d C.1l1
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023,

¢. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,
potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebapaimana maksud
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendukung pemulihan dunia wusaha dan optimalisasi
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melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan
pemulihan ckonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2.  Kebijakan Belanja Daerah

.

Alokasi belanja daersh dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauvan Mentlawai tentang APBD} Tahun Anggaran
2024 merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan
kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam
Jjumlah yang cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp787.200.388417 atau 88,96%
darn total belanmja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulaunan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2022 dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sampai 10
November 2023 sebesar Rpb632.423.597.722,00 atau 59,78% dari
total belanja dacrah dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulavan Mentawai menyusun
program pembangunan daerah sesual dengan prioritas dan
kebuluhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan
urusan pemetrintahan wajib yang terkait dengan pelavanan dasar
publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana
maksud butir C.1.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 15 Tahun 2023.

belanja daerah harus mendukung target capaian  priontas
pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan
masing-masing  tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan
pendapatan daersh, dan [ckus pada pencapaian target pelayanan
publik schagaimana maksud butir C.1.m.1] Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomer 15 Tahun 2023,

belanja daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan
transformasi ekonomi paling sedikil meliputi:

1] penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:
a] pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
b) peningkatan pendapatan masyarakat.
¢]  penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
2]  penurunan stunting antara lain:
al] kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesilik seperti
pemberian  suplemen dan makanan tambahan bagl by
hamil, bayi dan balita.
bt kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak,

akscs layanan kceschatan dan keluarga berencana dan
pendampingan keluarga rawan stunting.

c) kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan
yang mendulkung pemberian makanan tamhbahan dan suplemen
gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.

3) pengendalian inflasi antara lain:
a) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.
b] pengendalian laju alih fungsi lahan,
c| pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran.
d} penguatan tata kelola logistik daerah.
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e} pengawasan harpa dan operasi pasar.
4} peningkatan investasi antara lain:
a] kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem
Online Single Submission {OS§).
b} mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber
daya manusia.

5} penguatan kualitas sumber daya manusia;
6] pembangunan infrastruktur; dan
7] peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan target
capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit
dan tidak absurd untuk belarja  daerah, dengan tetap
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat scsual dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan, efisien, ekonecmis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawabh.

dalam rangks meningkatkan kualitas bhelanja dalam APBD,
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memprioritaskan
alokasi anggaran belanja pokek dibandingkan dengan alokasi
anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target
kinerja program, kegiatan dan subkegatan.

Belanja Daerah yang disusun harus berpedoman pada standar
harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar
teknis sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahur 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.1.m.5)
Larnpiran Peraturan Menteri Dalam Neger1 Noimor 15 Tahun 2023,

3. Kebjjakan Pembiayaan Daerzh

a.

Pembiayaan Dagrah merupakan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan dilerima kemball,
baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada
tahun tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28
ayat (3} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir
C.1.n Lampiran Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

klasifikasi akun pembiayzan daerah vang divralkan menunt
kelompeok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objck dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja
pengelola keuangan daerah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan
pembiayaan denpan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan nello
digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup
defisit anggaran.




-7 -

IMI. KESESUAIAN EREANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APEBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH
TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp955.023.946.703
mengalami penurunan sebesar Rp{8.731.478.8386) atau 0,91% dibandingkan
dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2023 schesar Rp963.755.425.589.

Pendapatan Daerah tersebut diuraikan sebagai bertkut :

1. Pendapatan Asli Dacrah (PAD) sebesar Rp57.436.430.694,

2. Pendapatan Transfer sebesar Rp889.458.528.804.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp8.128.987.200

Penganggaran target Pendaspatan Daerah tlersebut harus merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4] Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain  itu, Peomerintah Kabupaten Kepulauan Mentawal juga harus
melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi
kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan
restrukturisasi transformasi ekonoemi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp9535.023.946.703 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah _
URAIAN JUMLAH (Rp)
' PENDAPATAN PAERAH '
' PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ' 57.436.430.699
" Pajak Dacrah ' 9.016.302.757
" Retribusi Dacrah ' 23.653.404.977
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisabkan ' 14.907 522.965
Lain-lain PAD yang Suh 9.858.200.000
' PENDAPATAN TRANSFER ' BRY.4SH.52R.804
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ' 842.502.685.000
. Pendapatan Transfer Antar Daerah . 46.953.843.804
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH ' 8.128.987.200
. Lain-lain Pendapatan Sesuail dengan ketentuan Peraturan . 8.128.987.200
Perundang-Undangan
' Jumish Pendsapatan 955.023.946.703

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber darni PAD
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
tentang APEBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpo7.436.430.699.

Setanjutnya, target PAD dalamn Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai tentang APBI} Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:




4. Pajak Daersh

Pecnpganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 scbesar Rp9.016.302.737.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan
Pajak Daerah antara lain :

1] Pajak Hoe] sebesar Rp2.855.000.000.
2| Pajak Restoran scbesar Rp2.008.000.000.
3] Pajak Penerangan Jalan sebesar Rpl1.914.000.000.

4] Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
gebesar Bpl.020.971.032,

5] Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar
Rp999.940.000.
b.  Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.654.404.977.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyck
pendapatan retribusi dasrah antara lain

1] Retribusi Jasa Umum schesar Rp9.762.864.650 dengan rincian
antara lain :

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp9.487.013.178
b] Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebesar Bp275.851.472.

2] Retribusi Jasa Usaha scbesar Rpl13.891.540.327 dengan rincian
antara lain :

a] Retribusi Pemakaian Kckayaan Daerah sehesar
Rp750.536.000.

B Retribusi Tempat Rckreasi dan  Olahraga  sebesar
Rpl2.525.800.000.

¢} Retribusi Penyeberangan di Air schesar Rp252.241.027

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan
APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 harus
didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
daerah, yang disusun berdasarkan:

(1] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling
lama 4 Januari 2024; dan

2} Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan
paling lambat 5 Januart 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

schagaimana dimaksud butir C.2.a.1}a) dan butir C.2.a.1)b} Lampiran
Peraturan Menternl Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-TIndang
Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya
peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak
daerah dan retribusl daerah berdasarkan Undang-Undang Momor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomer 35 Tahun 2023, Untuk
itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya
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peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nemor 1
Tahun 2022,

Dalam hal peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009, masih dapat berlaku paling lama sampai dengan
tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah
terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,
mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal
4 Januarn 2025.

Peraturan daerazh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januar 2024, sedangkan khusus
untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan
bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif
mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025. Selanjuilnya, dikecualikan
untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jemis pajak daerah
dan retribusi daerah sebagai berikut:

{1 pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan
Pulusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV /2017,

{2) rctribusi penggantian biaya cctak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tenitang Administrasi Kependudukan; dan

(3] retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-
Undang Neomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian in1 juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah
lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
Kabupaten Kepulavan Mentawai Tahun Anggaran 2024 harus
mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,
potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesual maksud Pasal 102
Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor
353 Tehun 2023. Selain itu, penetapan targel pajak daerah dan retribusi
daerah dalam APBD memperhatikan:

(1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pukok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi
daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor | Tahun
2022,

{(2) kebijakan fiskal nasicnal, sesual maksud Pasal 97 Undang-Undang
MNomor 1 Tahun 2022

(3} insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kermudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib
pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabalan oleh kepala
daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

{ij- kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;

fifj. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena
benicana alam, kebakaran, dan/alau penyebab lainnya yang
terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang
dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain vang bertujuan
uniuk menghindari pembayaran pajak;

(iii]. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan
ultra mikro;

iiv]. untuk mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mencapal program prioritas Daergh; dan/atau
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(v). untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai
program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-
Undang.

sesual maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerzah.

Berdasarkan realisasi pendapatan per 10 November 2023, realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD] Kabupaten Kepulauan Menlawai
sebesar Ep40.464.734.420,87 atau 70,45% dari alokasi Pendapatan
Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp57.436.430.699, vang diuraikan antara lain :

1] Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp6.431.119.237,00 atau 71,33%
dari alokasi Pajak Derah pada APBD Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp9.016.302.757,00.

2] Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rpl12.018.0234 .560,00,00 atau
51.46% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp23.354.404 977,00,

Terhadap target alokasi Pajak Daerch doan Retribusi Daerah dalam
Rancangan Perda tentang APBD TA. 2024, Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Mentawal perly menghitung kembali target Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah tersebut secara lebth cermat sesuai dengan
potensi nyata yang dimilikl, sehingga hesaran target Pendapatan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD
Kabupaten Kepulaouan Mentawai merupoekan rencana Penerimaan
Daerah yang terukur secard rasional dan dapat dicapat.

Hasil Pengelelaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah vyang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran !
Ringkasan APBD Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp14.907.522.965.

Mengingat masih belum optimalnya BUMD memberikan bagian laba
dibandingkan dengan jumlah penvertaan modal Pemerintah
kabupaten Kepulauan Mentawai, maka penganggaran pendapatan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan
dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas
penyertaan medal dimalksud dengan jumlah total penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai dengan Tahun
Anggaran 2023 serta memperhatikan hasil perolchan manfaat
ekonomi, seosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktn
tertentu meliputi ;

1] Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang
mendapatkan investasi pemerintah daerah.

2] Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sgjumlah tertentu dalam waktu tertentu,

3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
scbagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.

4| Peningkatan penyerapan lenaga kerja sejumlah lertentu dalam
jangka waktu tortentu sebagai akibat langsung dari imvestasi
yang bersanghkutan.




5] Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
Investasi Pemerintah Dacrah, sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk 1tu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga hars
melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD
yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai {Performance Based),
alau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan
meodal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Selatan, mulai dan
melaitukan efisiensi, rasionalisasi dan restruktunisast sampai
dengan pilihan untuk melakukan disposal {penjualan aset] sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu
melakukan proses due diligence melalul lembaga appraisal yang
cerfified terkait hak dan kewsajiban perusahaan tersebut, dan/atau
upaya hukum atas penyertaan modal terscbut, mcngingat
seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan
dimaksud sebagai salah =zatu lampiran Laporan Kcuangan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meniawai.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga harus
lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang
saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS} ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba
bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawal sesuai dengan
tujuan penvertaan meodal dalam rangka meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah,

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang 8ah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
RpS.858.200.000, harus mempedoman: Pasal 24 ayat (4] dan Pasal
31 ayat {4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir
C.2.a.3} Lampiran Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomer 15
Tahun 2023

Target Lain-lain  Pendapatan Asli Daerah yang Sah  tersebut
diuraikan antara lain ke dalam cbjck pendapatan scbagai berikut :

1§ Hasl Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar
REp2.135.000.000.

2] Jasa Giro sebesar Rp3.000.000.000.

3] Pendapatan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar
Rp3.573.200.000.

4] Pendapatan dan Pengembalian sebesar Rp700.000.000,

Terhadap alokasi anggaran Lain-Lain PAD agar memperhatikan hal-hal
sebaga: berikut:

1. Disarankan Kabupaten Kepulauan Mentawsai melakukan manajemen
kas atas Rekening Kas Umum Pemda dengan melakukan
penempatan deposite berjangka di Bank Daerah sehingga dipercleh
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“

bunga deposito yang dapat menambah pendapatan target dan
rcalisasi pendapatan asli daerah.

2. Sebagaimana dialur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ;
79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disarankan |
kepada Kabupaten Kepulauan Mentawai agar segera membentuk
Badan Layanan Umum Daerah Bidang Keschatan dalam rangka
peningkatan pelayanan kepada masyvarakat di Kepulauan Mentawai.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran 1targel Pendapatan Daerah yang bersumber dar
Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
RpB889.458.528.804 atau 93,13% dari total Pendapatan Daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran
2024 diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusal

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah
Pusat sebesar Rp 842.502.685.000 diuraikan pada jenis pendapatan
schagai berikut :

1} Dana Perimbangan sebesar Rp776.387.570.000 yang diuraikan
ke dalam obyek pendapatan :

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar
Rpl15.139.19%.000.

b} Dana Transfer Umum-Dana Alckasi Umum [DAU) sebesar
Rp602.341.290.000.

¢ Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK] Fisik
schesar Rp71.705.967.000.

d} Dana Transfer Khusus-Dana Alckasi Khusus [DAK) Non Fisik
schesar Rp87.201.114.000.

2] Dana Desa sebesar Rp45.136.504.000.
3} Insentif Fiskal sebesar Rp20.978.611.000.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggarzan Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi dana transfer ke
Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor Y6 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024:
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Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Jumilsh [Rp) !
Uralan APE Surat Eesmni selisih |
R-APBD 2024 Kemenkeu
FENDAPATAN DAERAH 0,00 i
FENDAPATAN TRANSFER a,00
Pepdapatan Trapmfer Pemerintah Posat 841.302.685.000,00 842 502 685.0040,00 0,00
Dana Perimbangan Tr6.A87,570.000,00 TT6.387.570.000,0:) 0,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagl Hawil |DBH) 15.13%9.199.0006,00 15 139 199, DDG O Q.00
DEH Pajak Bumi dan Bangunan 2.375.555.000,00 .? ‘35?5 583, u{}{} og 0,00
L:BH PFh Pasal 21 31T 3R GO0L00 3.1?5.?9{:.00{},99 0,
NBH Cukai Hasil Tembakau [CHT) 35,033, (W G 35943 000, 00 1 W}
gfﬂiﬂumber Dava Atatn [SDA| Pengusahaan Panes 133.689.000,00 133,680 000,00 .00
Dana Bag Hasil {DBHF Sumaer Dayva Alam [SDA) .
‘vaeraJ dan Batubarsa Rm-a]t'.e G249 084, (WML OO 629 089 (00,00 0,11
LIBH ‘iumhrr Lrava Alam [‘EUM Krhutansm Provisi
Sumber Laya Hatan IPS0H) 2. 567 423 WK, 00 2. 5R7 423 D00, (0 0.iN
I*BH Sumber Daya Alam |S0A] Penkanan £.223 704 (00,00 6223 704 000,00 (. {H)
Caoa Transier Umum-Dana Aokasi Umum (DA 60G2.341.290,.000,00 602.341.2%0.000,00 0,00
13all B2 3412590 {HK], (H) B0 _341.2490,000,00 0.
Dana Transfer Kbhusus-Dana Alokasi Hhusos
h | T L TOE.OGT GO0, 00 T1.T05.967.000,00 Q,00
NAK Fmk-Bidang Pendidikan- Reguler-PALID D42 538 000, (] 942,538 000, (0 0, IDG
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-50 6.433.706.000,00 6.433. 706000041 (, 'Dt‘_l !
K Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-5ME F.417 913,000,000 3.417.913.000,0:0 0.00 |
DAk Fraik-Bidang Pendidikan-Reguler- 0.00 f
Perpusiakaan [wereh |
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler } o.00 !
Pelayanan Kelarmasian ) :
DAk Fisik-Bidang Kesehatan dan hB-Penugasan- . !
FPenguatan Intervensi Stunting 989.524.000.00 9??'524'{][:“'”0 .00
DAK Fisik Bidang Eesehatan dan KB Penugasarn
Peninghatan Peneegahan dan Pengendalian - - {1,6003
Fenvakit dan Sanitasi Tmal Berbasis Maxvarnkat
DﬁK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler. KB - {3000 |
MAK Fisik-Bidang Indusin Keal dan Menengah -
Penugasan - Pembanguoan Sentra 1kM dan - Q.00 !
Revitalisasi Sentra IKM .
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikatnan j
Pn.-nu pasan 4. TS0.991 000, [} 4,730,991, 000,04 0.0
DAK Fisik-Bidang Pariwisata - Penugasan - - .00
DAK Fisik-Bidang lndusto Kect] dan Menengal -
Penugasan - Pembangunan Sentra IKM dan - - 0.00
Fevitalizasi Sencra 1KMW
DAK Fisik-Bidang Jalan-Fenugasan-Jalan 36,057,646, 000 (K 36,057,626 000,00 0,00
[3AK Fisik-Bidang Lingkungano Hidup dan a.00
Kehutanan-Penugasan-Lingkungarn Hidup i
DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reeuler
Penguatan Sistem Kesehatan ] T.A55. 669 000,00 . ) T. 35_5 BE&U, CHI, 0 0,00
E.:Lh Fisik-Bidang Transp::rr‘tast Peraitan - Y. bS& Hﬂﬂ U(}U 0 Y 65E.000.000,00 0.00
i L EHEETI
DAK Fikik-Bidang Transportasi Perdesann - 1 .6040.000.000.00 1 600.000.000,00 0.00
Penugasan
Dans Trunsfer Khuwoy-Dana Alokas]l Khopsus
{DAK) Noo Fisik 87.201.114.000,00 87.201.114.000,00 0,00
3k Moo Fisik-HOS Beguler 22 T 420,000, 00 22 0HIT 420 (WK 00 i, 00
[1AK Non Fisik-BOS Kineda 730 00} OO0 (KD 730,004 . THHD, O 1,14}
[IAK Mon Fusid-THO: PNSD 159,818, 721,000 00 19818, 72100000 0,00
LAK Non Fisik Tamsil SGucy PHSD 1.471. 56000000 1.471 560,000,000 O G0y
[3AK Non Fsk-THOG PNSD 22 505.272.000,00 [ 22 505 272 00, 00 1,00)
DAK Non Fisik-BOP PAULD §1BS 650 000,00 I §_ 189,650 000,00 0O, 0
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Jumlsh [Ep)
Uralan B Sarat Resmi sclisih
E-AFBD 2024 Kemenkey ;
I?AK Non Fisik-BOP Peondidikan Eesctaraan 1,166, 3840. 030,00 1,166, 580 000 00 o0
DAK Non Fisik-BOKEB-Babnouan Operasional a.00
kesehatan "
T3AK Non Fiaik-FK2ZUKM . Q.00
DAK Non Fisik-Dana Pelavanan Keparwisataan - - 0,630
YAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal 391,957, 000,00 391.957.000.00 0,0
DAK Non Fisik-BOKB-KE 2534 960 (WH), 00 2534 460, 00,00 ARL Y
| DAK Non Fisik Dana Pelayvanan Perlindungan T 000
FPerempuan dan Anak !
DAK Non Fisik-Dana Pengeatan Kapasitas o o0
Kelembagpan Sentra [KM '
DAK Non Fisik-Dana BOK.BOK Dinas BOR o o0
Kabupaten,/Kala 3522 256 (WKLOO 3R 2560 00K, 00 '
DAK MNon Fisik Dana BOK BOE Dinas BOR , . .
Pengewasan Obat dan Makanan : 208,101 {00, 268,101 000, ) 000
DAK Won Fisik Dana BOK-BOK Muskesmas ; 11.595 137 000,00 I 1.595.137.000, K} (.00
Dana Insentif Daerak |DID) / Insentif Flaskal 20.978.611.000,00 20.978.611.000,00 Q,00
Cane Deas IL 45.136.504 .000,00 48.136.804.000,00 0,00

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar menyesuaikan
kembalh alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 dengan berpedoman
kepada besaran alokasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024,
sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam MNegeri Nomor 15 Tahun 2023 dan untuk kegiatan
yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis
dari Kementerian terkait.

b. Pendapatan Transler Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp46.955.843.804,
yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Pendapatan Bagi
Hazsil Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran
2024, Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Kepulauan Meniawal
Tahun Anggaran 2024 mendahului penctapan APBD Provinsi Tahun
Anggaran 2024, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran
Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan
memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajakk Daerah Tahun Anggaran
2023 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.5)b) Lampiran
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl1.570.753.633.545.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran
dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali olch Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai dan pengeluaran lainnya sesuaj dengan
peraturan perundang-undangan diakul sebagal penpgurang ekuitas yang
merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu} tahun anggaran.

Belanja untuk  kebutuhan pemerintahan wajib  yang terkait dengan
pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian
standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan
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minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yvang minimal diatur
dengan Peraturan Pemerintah schbagaimana ditegaskan pada pasal 18
Undang-Undang Nomor 23 Lahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan
pcmerintahan  pilihan  setelakh  mempertimbangkan  pemenuhan
kebutuhan urusan pemerintahan wafib gang terkait dengan
pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan
sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Selanjutnya belanta daerah juga harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-
masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanal pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulausn Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rpl.570.753.633.545 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah
URAIAN JUMLAH (Rp)
BELANJA DAERAH '
BELANJA OPERASI ' 729.374.520.460
Belanja Pegawal ' 364.346.316.525
" Belanja Barang dan Jasa ' 323.285.151.235
Belanja Subsid ' 8.500.000.000
" Belanja Hibah ' 32.375.702.700
. Belanja Bantuan Sosia - 867,320,000
Belanja Modal 155.911.815.335

Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunzn
. Belanja Medal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
. Belanja Modal Asct Tetap Lainnya
Brlanja Modat Aset Lainnya
' BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Tordilgs
' BELANJA TRANSFER
" Belanja Bagi Hasil
Belanjs Bantuan Keuangun
. JUMLAH BELANRJA

6.735.436.000
b735.436.000
32.638.219.959
(36 902,265,237
© BSU.900.400
156.500.000
20,000,000.000
20,000 00 (0 .
109.646.638.723
2.762.085.823
106.884.552.900
996.932.974.518

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelavanan
Dasar dalam rangka pemenuhan Siandar Pelayanan Minimal (SPM]),
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 ayat (5 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasl anggaran datam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulanan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
untuk pemenuhan 3PM  sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelavanan Minimal,
sebagail berikut :

a. SPM Bidang Pendidikan
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Alokas1 anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan scbesar
Rp53.283.235.530,00 atan 89.36% dari total belanja  Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp5%.629.174.010. Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan
sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengcelolaan Pendidikan Sekolah  Dasar  scbesar
Rp30.788.429 230, agar ditingkatkan alokasi anggarannva seria
diprioritauskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan
pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM  Sekolah
Dasar.

¢) Pemenuhan kualitas dan pernerataan hasil belajar peserta didik
Sekolah Dasar

d| Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekeolah Dasar.

€] Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Dasar.

f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Dasar.

2] Kegiatan  Pengelelaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
menjadi scbesar Rpl18.952.080.800 agar ditingkatkan alokasi
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya
untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompelensi
lutusan, standar isi, standar proscs, standar sarana dan
prasaranga, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah
Menengah Pertama.

¢] Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta dichk
Sckolah Menengah Pertama.

d}) Permenuhan  kualitas  dan  pemerataan layanan Sekolah
Menengah Pertama.

e} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Mcncengah Pertama.

f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama.

3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi
scbesar Rp2.226.150.600, agar ditingkatikan alokasi
anggarannya serta  diprioritaskan  penggunaannya untuk
menjamin pemenuhan dan pencapaian ;

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetenst
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayzan, dan
standar peniiaian,

b] Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.
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¢) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
dj Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
e| Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar
Rpl.316.574.900, agar ditingkatkan alckasi anggarannya serta
diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan
pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputn standar kompetensi
lulusan, standar i1s1, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pcembiayaan, dan
standar penilaan.

b} Standar Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A,
Paket B, dan Paket C).

¢} Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
(Paket A, Paket B, dan Paket CJ.

di Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B,
dan Paket C).

¢] Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan [Paket A,
Paket B, dan Paket C).

il Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket
A, Pakel B, dan Paket C}.

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang
mencukupi pada Sub Kepiatan terutama untuk penvediaan jumlah
pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini
[PAUD], pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan,
sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang
pendidikan yvang  wajib  disediakan  oleh pernerintah  daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, vakni:

1} Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp5.183.432.000,
agar ditingkatkan alokasl anggarannya untuk menjamin
tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata
pelajaran, dan guru pernbimbing khusus bagi satuan pendidikan
yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta
kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan
tenaga penunjang lainnva pada setiap Satuan Pendidikan
sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2} Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar
Rpl.398.687 800, agar ditingkatkan alckasi anggarannya yang
mencukupi untuk menjamin:

] Hualitas Guru Kolas dan guru mata pelajaran paling rendah
memiliki ijazah DDiploma empat (DiY) atau Sarjana (51); dan
memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

b} Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat (D-IV]) atau Sarjana {81), berasal dan
guru, memiliki sertifikat pendidik, memilki pengalaman




3)

4)

5}
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mandjerial paling sedikti 2 [dua) tahun, dan memiliki surat
tanda tamat pendidikan dan pelatthan calon kepala sckolah
atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

¢} Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma empat [D-IV) atau Sarjana (31},
berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki
surat tanda tamat pendidikan dan peclatihan calon kepala
sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

d} Kualitas tenaga penumjang lainnya memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA/secderajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar
Ep3.62%.403.600, apar ditingkatkan zlokasi anggarannya yang
mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik
yakni guru keclas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing
khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik
penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan
yvakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap
Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Saluan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama sebesar Rp437.116.600, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya yvang mencukupi untuk menjamin:

a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki jjazah
Diploma empat [(D-IV) atau Sarjana (31) serta memiliki
sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

b] Kualitas Kepala Selkolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana [S1], berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman
mangjerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat
landa tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
atau sertiikat gury  penpgerak, pada setiap Satuan
Pendidilcan.

¢} Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma empat [D-IV) atau Sarjana (51},
berasal dari guru, memiliki scrtifikat pendidik, dan mermiliki
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

d} Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki  kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan PAUD scbesar Rp247.521.400, agar ditingkatkan
alokasi anggarannya yang menculupi untulk menjamin
tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan
Tenaga Kependidikan yvakni kepala satuan pendidikan anak usia
dini atau penilik pada sctiap Satuan Pendidikan sebagaimana
diatur dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.
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6] Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan
sebesar Rp202.478.600, agar ditingkatkan alokasi anggarannya
yang mencukupi untuk menjamin:

a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi
akademik paling rendah Diploma empat (DIV] atau Sarjana
(51) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling,
atau psikologi  serta memilikd  sertifikat  profesi  guru
pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.

b] Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memilika
kualiflikasi berasal dan guru, memuliki sertifikat pendidik,
memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 {dua) tahun,
dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
calon kepala schkolah atau scrtifikat guru penggerak, pada
setiap Satuan Pendidikan.

¢} Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akadernik
paling rendah Diploma Empat (D-IV] atau Sarjana (S-1)
kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda
tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atan
sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

d] Kualitas penilik sekolah memiliki lmalifikasi akademik paling
rendah Diploma Empat {D-IV) atau Sarjana (8-1).

7] Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Nomnformal/Kesetaraan tidak tersedia
anggararnnya, agar dialokasikan anggaran yang mencukupi
serta dipricritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut
untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan
kesetaraan dan tenagz kependidikan yakni kepala satuan
pendidikan kesetaraan, penilik, serta ténaga penunjang lainnya,
pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesctaraan

sebesar Rpl149.994.900, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya untuk menjamin :

a) kualitas tutor pendidikan kesetaraan memilki kualiflikasi
akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana
(531] sesual dengan rumpun imu atau bidang ilmu yang
diampu pada setiap Satuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki
kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat {D-IV]
atau Sarjana [51), pada setiap Satuan Pendidikan.

¢l Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah
Diploma empat (D-1V) atau Sarjana (51) pada selap satuan
pendidikan.

d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah
SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya
untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk
Kabupaten/kota vang lerdiri dari:
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1] 100% warga negara usia 5-6 tahun vang berpartisipasi dalam
Pendidikan Anak Usia Dini,

2] 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar.

3] 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomoar 32 Tahun
2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

SPM Kesehatan

Alpkasi  anggaran  untuk  belanja  SPM  Kesehatan  sebesar
EBp5.0158.129.860,00 atau 17,93% dari total belanja Dinas Kesehatan
sebesar Rpd7.983.508.042 agar ditingkatkan alokasi anggarannya
dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan / promotif
dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap
jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Keschatan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

1] Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan Tbu Hamil
sebesar Rp7735.002.996 agar ditingkatkan alckasi anggarannva
serta diprieritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut
untuk :

a] Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet
tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam
medis ibu, dan buku KlA.

b} Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

¢l Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai

{1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama
periode kehamilan (K4)

{2} Standar kualias yakni pengukuran berat badan,
pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan
Atas (LILA}, pengulkuran tinggi puncak rahim [(fundus
uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung
Janin {DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status
imumisasi, pemberian tablel tambah darah minimal 90
tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus,
temu wicara (konseling].

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
sebesar RpS00.003.750, agar ditingkatkan anggarannya dan
dipriontaskan anggaran pada sub Kegiatan tersebut untuk:

a] Menjamin ketersediaan f{ormulir partograf, tabilet tambah
darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu /rekam medis
ibu, dan buku KIA.

B Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
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¢) Menjamin  terlaksananya pelayanan persalinan  scsuai
standar rmeliputi  persalinan normal dan  persalinan
komplikast.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
sebesar Rp666.330.600 agar ditingkatkan alokasi anggarannya
yvang mencukupi serta dipricritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin Kl
injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir,
formulir MTBM, dan buku KIA.

bl Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.

¢} Menjamin lerlaksananya Pelavanan kesehatan bayi baru
lahir sesuai standar melipati

{1} Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali
selama periode neonatal

{2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saal
lahir (0-6 jam], dan pclayanan neonatal esensial setelah
lahir {6 jam - 28 hari).

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar
Rp581.408.100 agar ditingkatkan alokasi anggarannya serta
diprioritaskan alokasi angparan pada sub kegiatan tersebut
untuk :

a] Menjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining
Perkembangan (KPSP] atau instrumen standar lain yang
berlalou, formulir DDTH, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A
merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan,
jarumn suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik,

b} Menjamin ketersediaan tenaga kesshatan meliputi dokler,
atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non
kesehatan  terlatih  atau mempunyai kualilkasi  tertentu
seperti puru paud dan kadcer kesehatan.

c¢| Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia
0-59 bulan sesuai standar meliputi :

(1) Pelayanan keschatan balita sehat yakni pelayanan
kesehatan balita usia O -11 bulan, pelavanan kesehatan
balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia
24-39 bulan, pemantauan perkembangan balita,
pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar
lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran
berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan
informasi

2] Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita
menggunakan pendekatan manajemen terpadu  balita
sakit (MTBS).

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keseshatan pada Usia
Pendidikan Dasar sebesar Rp312.008.100 agar ditingkatkan
alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada
sub kegiatan tersebut untuk

a] Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku
permmantavan  kesehatan, kuesioner skrining kesehatan,
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7)

formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah
dan rermnaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil
pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/
dokter gigi, atau  bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga
kesehatan masyarakat serta tenaga non kKesehatan terlatih
atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader
keschatan/ dokter kecil/ peer conselor.

¢} Menjamin  terlaksananya pelayanan  kesehatan usia
pendidikan dasar sesual standar pada anak kelas 1 sampai
dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu
tahun gjaran dan usia 7 sampai 13 tahun di luar sekolah,
meliputi

{1} Skrning kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian
tanda wvital, penilaian kesehatan gigi dan mulat, dan
penilaian ketajaman indera

{2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yalkni memberikan
umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan
rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan
kesehatan.

Sub Kegiatan Pengelolazn Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif sebesar Rp284.308.100 agar ditingkatkan alokasi
anggaran yang mencukup: serla diprioritaskan alokasi anpgaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur
berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut,
Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas
alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan
Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (51 PTM).

bi Menjamin ketersedizan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau
Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga keschatan
masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau
mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

¢} Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif
sesuai standar meliputi :

(1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

(2] Skrining faktor nsiko penyakit menular dan tidak
menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan
dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah,
Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.

(3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan vakni melakukan
ryjukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan
Kesehatan.

Sub Kcegiatan Pengelelaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut sebesar Rp334.308.100 agar ditingkatkan alckasi
anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur
berat badan, alalt ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut,
tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas
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alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan
Aplikasi Sistern Informasi Penyakit Tidak Menular [ST PTM}.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat,
serta tensga non  kesehatan terlatih  atau mempunyai
kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

Menjamin terlaksznanya pelayanan kesehatan usia produktif
sesuai standar meliput: ¢

(1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

(2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak
menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan
dan  hngkar perut, pengukuran tekanan darah,
pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku bensiko.

Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan

rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan
kesehatan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi Rp272.808.000, agar ditingkatkan anggaran yang
mencukupi pada sub kegiatan tersebut untuk :

a)

b

Memjarmin  ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi
dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan
pelaporan aplikasi sistern informas: PTM.

Menjamin ketersedizan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.

Menjarmin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita
hipertens: sesuai standar meliputi:

1) Penguluran tekanan darah dilakukan minimat satu kali
scbulan di fasilitas pelayanan Keschatan.

i2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepaiuhan
mminum obat

(3] Melalankan rujukan jika diperlukan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabeles Melitus sebesar Rp272.808.100, agar ditingkatkan
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alckasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

aj

b

Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah,
kapas alkchol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan
aplikasi 3! PTM dan pedoman dan media KIE.

Menjamin ketersediaan tenaga kesechatan yakni dokter, atau
bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.

Menjarmin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes
mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yvang
meliputi :

(1} Pengukuran gula darah dilakukan mnimal satu kah
sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan

i2) Edukasi perubahan gava hidup dan/atau Nutrisi
i3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
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10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa  Berat sebesar Rp322.738.100, agar
ditingkatkan anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan
alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin  ketersediaan Buku  Pedoman — Diagnosis
Penggolongan QGangpguan Jiwa (PPDGJ I} atau buku
pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit
berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan
pelaporan, dan media KIE.

bB] Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau
perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.

¢] Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ
berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrema
meliputi:

{1} Pemeriksaan kesehatan jiwa yzkni pemeriksaan status
mental dan wawancara.

(2] Edukasi.

{3) Pengulkuran gula darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di lasililas pelayanan kesehatan.

(4) Edukasi kepatuhan minum obat.

(3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

11} Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan Orang Terduga
Tuberlkulosis sebesar Rp322.738.000 agar ditingkatkan alokasi
anggarannya secrta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik,
posler, banner], reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga
dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakal
{hl emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi],
rak pengernng, catridge tes cepat molekuler, formulir
pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional
proscdur.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/
dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau
Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik [ATLMI, penata
rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non
kesehatan terlatih atau mempunval kualifikasi tertentu
antara lain kader kesehatan.

¢} Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC
sesual standar bag orang terduga TBC meliputi :
{1} Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali
dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.

(2] Pemeriksaan penumnjang yakni pemeriksaan dahak
dan/atau bakteriologis dan /atau radiclogis.

{(3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
4] Mclakukan rnijukan jika diperlukan.

12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp373.667.914, agar ditingkatkan
alokasi angparannya dan diprioritaskan alokasl anggaran padsa
sub kegiatan tersebut untuk :
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a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik,
leaflet, poster, banner, tes cepat HIV [RDT) pertama), bahan
medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor
rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana,
nomor KTE/NIK.

b) Memamin ketersediaan tenaga Kkesehatan yakni dokter/
dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan
kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan
masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau
mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan
penjangkauan.

¢) Menmjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai
standar meliputi

i1} Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan

21 Skrning dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV
minimal 1 kali dalam setahun

(3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Kesehatan untuk kabupaten /kota vang terdiri dari:

1} 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.

2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan keschatan.

3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.

5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan
layanan kesehatan.

6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan
kesehatan.

7) 100% warga nepara usia lanjut vang mendapalkan layanan
kesehatan.

H) 100% warpga negara penderita hipertensi yvang mendapatkan
layanan keschatan.

9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang
mendapatkan layvanan kesehatan

10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani
kesehatan

11) 100% warga negara terduga tuberculssis yang mendapatkan
layanan kesehatan

12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan  daya  tahan  tubuh manusia  {Human
Immuneodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturann Menteri Dalamm Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teltnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kecschatan.

3PM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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Alokasi anpgaran untuk belama SPM Pekerjaan Umuwm sebesar
Rp11.141.671.000 atau &33% dan total belanja urusan
Pemerintabhan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada
Dinas  Pekerjaan Umum dan  Penataan  Ruang  sebesar
Rpl133.789.125.642. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
harus diprieritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap
tahun dan perunlukkannya harus sesual dengan sasaran penerima
SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menterl Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Republik indonesia Nomor 29/PRT/M /2018
Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan
sebagail berikut :

1} Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum  (SPAM) di Dacrah Kabupaten/Kota  scbesar
Rp8.643.266.300, agar ditingkatkan arnggaran vang mencukupi
dan dipriorntaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga
terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili
pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem
penyediaan air minum.

2} Kepiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten,/Kota sebesar
Rp2.498.404.700, agar dialokasikan anggaran yang mencukupi
dan diprioritaskan sasaran perierima yakni Rumah Tangga yang
termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah
Domestik  kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada
masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Arca
Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikater pencapaian SPM

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untul kabupaten/kota, yang

terdiri dari :

1} 100% warga negara yang mempercleh kebutuhan pokok air
minum sehari-hari.

2] 100% warga negara vang memperoleh layanan pengolahan air
limbah domestik.

Sesual maksud Peraturan Pemernniah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
Z9/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis  Standar  Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralkyat.

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyai sebesar
Rp5.062.786.000 atau 28,78% dari total belanja urusan
pemerintahan  bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
sebesar Rpl7.589.63%.340 pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, agar
ditingkatkan alckasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM
tersebut diuraikan dalam kegatan sebagal berikul sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik I[ndonesia Nomor 26/PRT/M/2018
Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Mimimal Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota schesar
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Rp49.999.900, agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang
mencukum  untuk  menjamin  terlaksananya Identiikasi
Permimahan di lokasi rawan bencana, ldentifikasi lahan-lahan
potensial sebagan iokasi relokas: perumahan, Data rumah korban
bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan
Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah scwa, Verifikasi
penerima layanan SPM vakni Rumah tangga Korban Bencana
Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan
Penyusunan Eencana Aksi.

2} Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rchabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Xota
scbesar Rpl50.000.G00, agar ditingkatkan anggarannya vang
mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar
Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/
sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk
menentukan calon penernima dan layanan SPM yakni Rumah
tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk
renyepakati Penerima dan jenis pelayvanan.

3} Kegiatan Pembangunan dan  Rehabilitasi Rumah  Korban
Bencana alau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar
Rp4.728.691.100, agar ditingkatkan alokasi anpgarannya yang
mencukupi untuk menjamin terlaksananya :

a] Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program
kabupaten/kota melalui  tahapan pembentukan tim
pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan
pelaksanaan rehabilitasi rumah.

bl Pembangunan kembali melalui tahapan pcembentukan tim
pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan
DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan
spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.

c} Pembanpunan baru/relokasi korban benecana melalui
tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED
Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan
rumeh layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.

4} Kematan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagl Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar
Rpl134.085.000, agar ditingkatkan alokasi anggaran yang
memadai untuk menjamin  terlaksananya — Pelaksanaan
Pcmbagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten /Kota atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah
Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau
Relokasi Program Kabupaten /Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk

Kabupaten/kota yang terdiri dari :

1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah
layak huni.

2] 100% warga negara yang lerkena relokasi akibat program
pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempercleh fasilitasi
penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 59 Tahun 2021, dan
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29 Tahun 2018,

SPM Trantibumlinmas

1)

2|

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub
urusan Bencana sebesar Rpl.677.049.427 atau 11,07% dari
total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebesar Rpl5.151.102.512. Alokasi anggaran untulk belanja SPM
tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam
penyusunan penganggaran dan aleckasi anggaran tersebut
diuraikan dalam kcgiatan sebagal berikut yang peruntukkannya
harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalamm Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018
Tenltang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Dacrah
Kabupaten/Kota, vakni :

a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota sebesar Rp272.566.627, agar ditingkatkan
alokasi anggaran yang memadai dan mencukupi serta
menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan
kajian  risiko bencana dan melakukan  Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana).

b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana sebesar Rp748.372.800, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya serta peruntukannya dipricritaskan untuk
melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana,
pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan
mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana,
pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana
kesiapsiagaan terhadap bencana, scrta penyediaan peralatan
perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

¢] Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Ewvaluasi Korban
Bencana sebesar Rp656.110.000, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya serta diprioritaskan  untuk melaksanakan
respon cepat kejadian luar biasa penyakit/waball zoonosis
prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistemn
komandoe penanganan dardrat  bencana,  pencarian,
pertolongan dan evakuasi Korban bencana dan pemenuhan
kebrutuhan dasatr korban bencana.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan kebakaran daerah sebesar Rpl6.665.472.550 atau
54,83% dari total belanja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran sebesar Rp30.392.337.729. Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikout,
scrta agar ditingkatkan alokas! anggarannya dan menjadi
prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran,
dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2018 Tentang Standar Tcknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal 3Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten /Kota, vakni :

3] Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan
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Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar
Rp16.384.040.550, agar ditingkatkan alokasi anggaran yang
mencukupi dan dipriortaskan untuk layanan respon cepat
(Response Time) penanggulangan kejadian  kebakaran,
layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian
kebakaran, scrta layanan pelaksanaan penyclamatan dan
evakuasi.

b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
Kebakaran sebesar Rp281.432.000, agar ditingkatkan
alokasi anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk
lavanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca
kebakaran.

¢} Kegiatan  Penyelenggaraan  Operasi Pencarian  dan
Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
sebesar Rp24.960.000, agar ditingkatkan alckasi
anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk
layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan  Ketentraman  dan  Ketertiban  Umum  sebesar
Rp1.328.800.800. Untuk belanja 8PM tecrscbut  harus
ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam
penyusunan perencanaan dan DENganggaran, dan
peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indeoncsia Nemor 121
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dh Provinsi Dan
Kabupaten/Kota, yakni :

a] Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam [ (satu] Daerah Kabupaten/Kota
schesar Rpl1.210.746.800, agar dialokasikan angpgarannya
yvang mencukupi dan diprioritaskan untuk Penyusunan SQOP
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan
dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan
Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk
dalam Prlaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi
Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan
Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran
Perda dan Perkada.

b Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil {(PPNS)
Kabupaten/Kota sebesar Rp118.054.000, agar dialokasikan
anggaran yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas
dan Karier PPNS.

Apgar  dialokasikan  anggarannya yang memadal dan
diprioritaskan untuk Penyusunan S0P Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat, Penigadaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan
Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamengpraja dan  Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
vang Bernuansa Hak Asast Manusia serta pelayanan yang
terkena dampak gangguan Trantibum akibal penegakan hukum
terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
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Huarus  diprioritaskan untuk  memenuhi  indikator  5PM
Trantibumlinmas untukKabupaten /kota yaiiu:

1) 100% warga negara yang mempercieh layanan akibat dam
penegakan hukum perda dan perkada.

2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan
bencana.

3] 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana.

4] 100%warga negara yvang mempercleh layanan penyelamatan dan
evaluasi korban bencana.

9 100%warga negara vang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman
dan  Ketertiban Umum di  Provinsi/Kabupaten/kota dan
Kabupaten /Kota.

SPM Sosial

Alokasi  anggaran  untuk  belanja  SPM Sosial  sebesar
Rp2.000.000.000 atau 29,90% dan total belanja SKPD Dinas Sosial,
Femberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak vyang
melaksanakan wrusan sosial sebesar Rp6.689.164.698. Alokasi
anggaran untuk belanja 8PM tersebut diuraikan dalam kegiatan
sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alckasi anggarannya
secara  signifikan dan menjadi  prioritas dalam penyusunan
percncanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus scsuai
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomeor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar Pada Standar Peclayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjul Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di  Luar Panti  Sosial  schesar
Rp2.000.000.000, dialokasikan anggarannya sccara signifikan
serta untuk menjamin terlaksananya secluruh layanan dasar
yang dibcrikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial berupa :

a) Layanan data vakni layvanan yang diberikan kepada
penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia
telantar, serta gelandangan dan pengemis uniuk diusulkan
masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan
orang tidak mampu.

b} Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan
menindaklanjuti infermasi berupa pengaduan, keluhan,
dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat
kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat
kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan
dasarnva.
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¢} Lavanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera
yvang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota
dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang
disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta
gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan
karcna terancam  kehidupannya dan  tidak terpenuhi
kebutuhan dasarnya

d) Lavanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan
diberikan paling lama 7 ({113juh) hari, sandang, alat bantu,
perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan
sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar,
lanjut usia telantar, serta pgelandangan dan pengemis,
bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas
telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan
pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor
induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu
identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan
dasar, penelusuran  Keluarga, recunifikasi dan/atau
reintegrasi social dan rujukan.

2} Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota tidak dianggarkan, agar dialokasikan
anggarannya serta untuk menjamin terlaksananya seluruh
layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap
darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :

a) Tersedianya barang dan/atau jasa vang harus diterima oleh
korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tangsap
darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa
pcrmakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi,
penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan
psikososial.

b] Tersedianya barang dan/atau jasa yvang harus diterima oleh
korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap
darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa
penanganan Khusus bagi kelompok rentandan pelayanan
dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian 3PM
Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar
panti.

2] 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial
dasar anak telantar di luar panti.

3) 100% warga negara lanjul usia telanlar mendapatkan rehabilitasi
sosial dasar lanjut usia di luar panti.

4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan
rchabilitasi sasial dasar tuna sosial di luar panti.

5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh
perlindungan dan jaminan sosial.

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20185,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
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Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Spsial di  Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di  Daerah

Kabupaten/Kota.

Untuk  itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai hanis
memprioritaskan lerlebih dahuly aloKasi anggaran untuk pendanaan
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wafib terkait Pelayanan Dasar dalam
rungka pemenuhan Stundar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana
ditegaskan dalam pasal 49 ayat {5} Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah selain untuk
kebutuhan Plikada pada Rancangan Perafuran Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam
rangka permenuhan SPM tersebut.

Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Kepulavan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 20024
Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemeriniah
Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawa:i tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Mentawaitelah mengalokasikan anggaran belanja
daeralh berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023
tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut .

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2024

Rasio
Terhadap
APBD 2024
No Prioritas Nasional Belanja
- Daerzh
| | (Rp) ()
Memperkiat  hetahanan Ekonomi  untuk
1 Pertumbuhan yang Berkualitas dan S0.068.04%9. 115 S5.024%
~ Berkeadilan [PN1] ) _
5 Mengembanghkan Wilayah untuk Mengurangi 134 251 830640 13,470
 Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan {FNZJ) e
Meningkatkan Sumber Dava Manusia .
?  Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) 164.220.723.087  16.47%
Revalusa Mental dan FPembangunan . o
4 Kebudayaan [PN4) 21 810355529 2.19%,
Memperkuat Infrastrukiur untuk Mendukung '
5 Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 211.9539.335.690 21,26%:
AFN3) :
Membangun Lingkunigan Hidup Meningkarkan
f ketahanan Bencana dan Perubabhan  Lklim 33.37L.140.757 3,259%
_|PN&)
Memperkuat  Stabilitas Politik Hukum
7 Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi J81.250.535.685 38 24%
Pelayanan Publik [PIY) _
Jumlah Alokas] Angguran dalam AFBD 996.932.974.518  100%
Total Belanja Daersh 9946.932.9T4. 518

Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang
APBD Tahun 2023 sudah selaras dengan prioritas pembangunan dan
kebijakan pemerintah pusat sesuai maksud Lampiran Peraturan Menten
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Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat pemetaan yang
jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023
dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN} Tahun
2020-2024.

Untuk tu  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Merntawali agar
mempertahankan secara lerus menerus dan konsisien dengan hasil
penyajian tabel sinkronisasi priontas Pembangunan Nasional Tahun 2023
dimaksud.

Selanjutnva, Pemeriniah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus
mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024
tersebut guna mendulung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden melalui 5 (ima} arahan utama Presiden, yaitu :

a. Pembanpunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM
pckerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industn
dan talenta global.

b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan permbangunan
infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah azkses ke kawasan wisala,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyat.

c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 [dua)
Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan
Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan esclonisasi. dan

e. Transformasi Ekonomi, melalkukan transformasi ekonomi dan
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yang mempunyal nilal tambah unggl bagl kemakmuran
bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemenntah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Terhadap Kebijakan Prioritas
Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Mentawal telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam
mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi SBumatera Barat
Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel b
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijjakan
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Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Prioritas
Pembangunan Provinsi Sumatera Barat _
Ranio Terhadap

Prioritas Provinai APBD 2024 Belanja Dacrah
(Rp) _ (%)

' Meningkatkan $umber daya munuwa berakhlak 16944,
mulia. sehat, unggul dan berduya saing - 16B.B96.412.532 o
Meminghkatloan Lata kehidupan sosial
kemasyarakatan  berdasarkan  falsafah  Adal
Basandi Syara’ - Syara’ Basandi Kitabullah . )
Meningkatkan nilal tambah dan produlktifitas 3.56%
pertanian, perkebunan, peternakan dan pertkanan 35.533.887V 934 :

" Meningkatkan usaha perdagangan dan industn 1.01%,
%ecilj menengah seria ekonomi berbasis digital ) 11074 869 749 ’

" Meningkatkan ckenomi kreatif dan berdaya Saing 1.61%
kepaniwisataan . 16,010,585 151 ’

' Meningkatkan Pembangunan [nfrastrukiur yang 31 B6%
berkeadilan dan berkelanjutan o 213954292915 ’

' Meningkatkan kualitas tata kelnla
penyelenggaraan  pemecrintahan  daerah vang 200, 462,926,237 53,22%

_ bersih, akuntabel serta herkualitas ) i
Jumlah Alokasl Anggaran dalam APBD 996.932.9T4.518 100%:
Total Belunja Daerah 996.932.974.518

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang
APBD Tahun Anggaran 2023 sudah selaras dengan Prioritas
Pembangunan Provinsi scsual maksud Lampiran Peraturan Mentern
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat pemetaan vang
jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas
Pembangunan Provinsi sesual dengan Peraturan Gubernur Sumatera
Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Proving: Sumatera Barat Tahun 2023,

Untuk ittu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar
mempertahankan secara terus menerus dan kongsisten dengan hasil
penyajian tabel sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Mentawaidengan prioritas provinsi Tahun 2022,

Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daeralhl Kabupaien
Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap
Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
2024,

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawaitelah mengalockasikan
anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2024
yang diuraikan dalam Tabel 7 schagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

Raslo Terhadap

No Prioritas Daerah _ APBD 2024 _ Belanja Daerah
_ , (Rp) , {%)

1 Pembangunan Pendidikan {Moentawai Cerdas) FEI5052.7H) TR

3 ' Pemhbangunatn Kesehatan (Mentawal Sehat) ' G5, 1491 .887.174 ' 9 65,

" Pembangunan Infrastruliyur, Pembangunan
3 Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas 210.432.627 588 21011
. [Mentawai Mantap)
Pembangunan Kawasan Perumahan dan
Permmukiman {Mentawai Bersak)

' Permnbangunan Pemnanian Terpadu,
) Ketahanan Pangan dan Sentra kelaulan 43.354.536.877 4,35%
Perikanan Terpadu (Mentawail Berdaya

17,589, 6359 340 1,76%,
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' Rasio Terhadap

3.

APBD 2024
No Prioritas Daermh _ Belanja Dacrah
: (Rpl (%)
Halng
6 ' Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 16:'31().585.151 ) 1,61%
- Pembanggn.em_Usaha Kecil Menengah 10,560 860,496 1.06%
 {Mentawai Kerja) )
B Kedaulatan Energ (Mentawsai Terang) o]
g  Pembangunan Kebudayaan (Mentawai 822.069.300 0,08%
 Beradab) )
10 Penataan Birokrasi [Mentawai Prima) _ 331.136.715.802 _ o3,28%
Jumlah Alekasi Anggaran dalam APBD 996.932.974.5318
Tolal Belanja Daerah 100%

996.932.974.518

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawal tentang
APBD Tahun 2024 sudah selaras dengan Prioritas Pembangunan
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sesual maksud Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah
terlihat alokasi anggaran yang jclas dalam rancangan APBD Tahun 2024
dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati
Kepulauan Mentawai Nomer 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawat Tahun 2024,

Untuk  ftu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai  agor
mempertahankan dan konsisten dengan hasil penyajian tabel Prioritus
FPembangunan Dgergh berdasarkan Priontas Daerah tersebut.

Pendanaan Urusan Pemenntahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan scbapaimana diamanatkan
dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan scbesar
Rp230.088.650.834 atau 23,08% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024

sebesar Rp9Y96.932.974.518 dengan uraian perhitungan Tabel
sebagat berikut :
Tabel &
Alokasi Fungsi Pendidikan
' Jumlah
Komponen Perhitnchan AFBD 2023 R APBD 2024 Setixih

4. Urnsan Bidang Pendidikan:

1} Belan)a Operasi:
A, belanja pegawai;

b. belanjn barang den Juss;

. 2| Belanja Modal;

248.368.187.750

181085 773.027

135.260.470.172

40.411.169.735

222.740.112.679

196 840,868,375

163.047 344 475

F1L2TTF 20T MK

[25.628.075.071
15.755.094 745
27.777.874.303
(9,133 875.835)

=. belanjn hibah; 5.405.133.720 2516230000 (2.888.003.720)
d. belanja bantuan sosial. I I i .
© 2) Betanja Modal; 67282414123 25899283304  |41.383.162.819)
" b. Urusan Bidang Kebudayasn; 1.214.826.300 581.074.300 [633.752.000}
"1} Belanja Opetasi; ) 214 826,300 S47.024.300 (66T H02.000]
. a. belanjs pegawai; 0 4] I o
b. belamnya barang dan jasa; 1.214.826.300 547.021.300 107 802, (KHH
¢. belanja hibah: o o o
d, belana hantuen sosial. 4] I ! ) 0
o 34.050.000 34.050.000
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o .

0 .
0
0

Komponen Perhitunhan APBD 2023 R APED 2024 _ Selinih
c. Urusan Bidang Perpustalaan: 13.321.001.624 5.610.035.455  [7.710.966.169)
" 1) Belanja Uperas: 1.889.648.920 1.484.314.800 {401.334.120)
" & belanja pegawai; o o o
b. belanye harang dan jasa; 1.889.648.920 1,488.314.800 j401.334.120
¢. helanja hibah; 4 . 0 ) 0 I
d. belanja bantuan sosial. 1§ . ] )
" 2) Belanja Modal; 11.431.352.704 4.121.720.655 (7.309.6:352.049)
" d. Urusan Hidung Kepemudasn dan Olshraga: 853.591.600  1.159.428.400 304 836,800
" 1] Helanju Operasi: 809.708.600 1.134.2024.900 424.515.800
. a. belatya pegawai; 4} a ) 0 .
b. belanja barang dan jasa: 809 TOR. GO0 1.109.224.400 299.515.800
¢. belanja hibah; 0 25.000.000 25.000.000
d. belanja hantuan sosial. 0 . i .
" 2) Belania Mosdal; 43.883.000 24.204.000 {19.679.000]
" e. Belanja di Inar Urusan Pandidikan, Urusan ' ' '
Kebudayasn, Urosen Perpustakaan dan
Urusen Kepemudean dan Olahrage yang o
menunjang kebotnhan masyambat 41 bidang
Pendidikan, antars lain:
I 1| Belanjs Transfer:
. Belanja bantuan keuangan ...
2} Sub Kegiatan ... pada SKPD ...
_ Anggeran Pungsl Peadidikan (a+h) 263.757.607.274  230.089.650.83¢  [33.667.956.440)
Tatai Belanja Dasrah 1.05B.006.803.243  996.932.974.518  [61.073.628.72%)
. Rasio aoggeran pendidikan (3:3) x 100% 24 93% 23,08% . -1,B85%

Sudah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
20% f[dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat
dalam Pasal 49 ayat {1} Undang-Undang Neomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,
sebagaimana maksud butir E.la. Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa
dalam rangka peningkatan pelayanan lbidang pendidikan,
Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% [dua
puluh persen) dan total belanja daerah, di mana alokasi anggaran
fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program pricritas
pendidikan vang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun
2023,

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawa: harus
konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-
kurangnya 20% [dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai
amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator
SPM Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Seclanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan cleh Bupati
Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah
Neomeor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut dialas
selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk
memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagatmana maksud Pasal
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2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, meliputi:

1} standar isi.

2) standar proses.

3] standar kompetensi lulusan.

4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
5) standar sarana dan prasarana.

&) standar pengeloiaan.

7) standar pembiayaan.

&) standar penilaian pendidikan

Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran keschatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Menlawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dislokasikan scbesar Rpl29.643.515.286 atau 15,70% dar total
belanja daerah di luar gaj dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp825.541.275.892.

Dalam rangka peningkatan pelayanan di  bidang kesehatan,
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawal secara konsisten dan
berkesinambungan  harus mengalokasikan anggaran Kesehatan
secara memadal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Alokasi anggaran keschatan dimaksud diarahkan untuk
mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikater SPM
bidang kesehatan. Pripritas bidang kecschatan diarahkan untuk
mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
antara lain:

1] dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan,
Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan
harus mengalokasikan anggaran Keschatan sccara memadal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) alokasi anggaran Kesehatan dimaksud diarahkan untuk
mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikater
S5PM bidang keschatarn.

3) prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat
capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

a] penguatan premosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;

b] peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting;
¢] pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

d] pencegahan dan pengendalian penyakit lidak menular,

e} penguatan jejaring layanan primer; dan

) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

Penyediaan anggaran keschatan agar terus ditingkatkan di mana
alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program
prioritas bidang keschatan sebagaimana ditegaskan pada butir E.2
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
Untuk i1tu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar
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konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk
fungsi kesehatan dalam Angaran Pendapatun dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024

Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting
ipendek dan sangat pendek] pada anak baduta, penurunan
prevalenst kekurangan funder weight! pada anak balita dan
menurunnya prevalenst wasting (kurus) anak balita sebesar
Rp47.643.012.013 atau 59,86% dari total anggaran kesehatan
sebesar Rp79.591.983.826.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
tentang APBD Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan
penanganan stunting sesual dengan peraturan perundang-undangan
dan penganggarannya sudah mencakup 8B Perangkat Daerah,
diantaranya yaitu yang terkait wurusan pendidikan, urusan
kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, sosial, urusan
kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan
dan perlindungarn antak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Total alckasi anggaran untuk penanganan slunting sebesar
Rp47.643.012.013 atau sekitar 4,78% dari total belanja dalam
Rancangan APBD Tahun 2024, Untuk itu, Kabupaten Kepulauan
Mentawai agar melampirkan alokasi anggaran dalam rtangka
intervensi percepatan pencegahan dan  penJdrunan  stunling
terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu
menyusni, bayl berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran
penting lainnya yvakm anak dibawah 3 tahun (balita), Wanita Usia
Subur (WUS) dan  remaja putri.

Belanja daerah untuk penurunan stunting, agar diarahkan untuk
pelaksanaan kegiatan antara lamn:

(1). kegiatan vyang mendukung intervensi giz spesifik seperti
pernberian suplemen dan makanan tambahan bagl ibu hamil,
bayi dan balita.

{2). kepgiatan yang mendukung infervensi gizi sensitive seperti
penyediaan akses air minum layak, akses samtasi layak, akses
layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan
keluarga rawan stunting.

(3). kegiatan pendukung penanganan stunting, sepertt kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegialan yang
mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi
terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita pada Dinas Kesehatan
serta melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan
pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan
hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil,
urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan
kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan
penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnva sesual dengan
kebijakan peraturan perundang-undangan.
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d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus mengalokasikan
belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% [empat puluh
persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau
transfer kepada dacrah/desa. Belanja bag hasil dan/atau transfer
kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau,
DBH Sumber Daya Alam Kchutanan, Dana Reboisasi serta ADD
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
scbagaimana ditegaskan pada butir E.l.c. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawa:i tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp323.052.649.143 atau 36,33% dan
total belamja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer
kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp88Y.286.335.79, dengan
rincian pada Tabel 9 dan 10 sebagai berikut :

Tahbel 9
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Jumiah
Komponen Perhitungan APBD 2023 APBD 2024 Selisih

Total Belanja Daerah
Belanja bagi hasil dan/atau
transfer kepada dacrah
dan/atau desa;

a belanja bag hasil
b bantuan keuangan
c jumah {a+b}
Selisih [1-2)
Minimal Belanjs Infrastruzktur

Pelayanan Pablik {(40% x
Selisih)

1.0828 006.803.243,00 996.932.974.518,00 -51.073.828.725%,00

2.717.6603.80%,00
105, [HR2, A00. 70000
107, 7 20 464 505,00
Q50.286,3348 674 00

T2 OBL BA3 0
106, 884 552 900,00
107 Ad6. 638 733 1
A89, 286 333,795, (4 .

1.955.576.040.00
1.861.75%2.200,00
SRR R 00

- 1 00, O 875 00 .

JB1114.538.469,50 3N5.714.%34.318,00 -34.400.001.1851,60

Alokasi Belanja Infrasuuktur Pelayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp323.052.649.143 atau 80,82%,
dengan rincian pada Tabel 10 schagai berikut :

Tabel 10
Format Perhitungan Belanja Infrasrtulttur Daerah
Jumlah
Komponen Perhitangun APBD 2023 APED 2024 Sellaik

Belanja Modal:
1) tanah;

2) peralatan dan mesin;

2} bangunan dan gedung;

4] jalan, jaringan, dan

irigasi;

4) aset tetap lainnya;

A aset lainnya.

Belonju Pemeliharuan
Jumiah 1 = [a + by

Belanja Hitnh;

Belanja Bantuzan Sosial;

Belanja Gantuan Keuangan,

260,631 BB4972,00
1.651.720.000.00

36 121.037.168,00

#3.005.058_ 384,00

L 38.015.537.539.00

16853 531 831,00

150000, 0,00

20,279,303 964 [(H)
280.911.187.936,00

21375480 013,00
1.094 330 (KW, 0}
P 05002 800 710 G0

155.911.815.335,00
6.735.136.000,00

17603493739 (4]

3265821995900

6. G02. 265 237,00

1,830,900 300,00 I
156.500.000,00

270 1. 238 208 [H)

182.525.043. 543,00

J2.375.702.700,00
B6T.150.000, 0
LG 884 552 900,00

- 104, 720,009,637 .00
2.083.716.000,00

-18.512.595,429.00
-50_ 340 B384 25 00

-41.113.272.302 00

165,368.315.00
6,000, 600,00

G, 733 925,343,043
07 986.184.393,00

11.000.216.687 .00
- 227 {10 (KK, G)
1.881.7532.200,00
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Jumlah
Komponen Perhitungan APED 2023  APED 2024 Bellaik
jumlah 2 = {a + b~ ¢) | 127.472.716.713.00 130.127.603.600,00 12 654.388.887.00
Jumlah Belanja ' ' '

408.383.904 649,00  3I2A.0NF.649.143,00 -85.331.355.506,00
Infrastroktar Dasrah {1+2) _ _

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memenuhi
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan
pada butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor
15 Tahun 2023 bahwa Belama Infrastruktur Pelayanan Publik
merupakan belanja infrastruktur dacrah yang langsung terkait
dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan [asilitas
pelayanan publik dan ckonomi dalam rangka meningkatkan
kesempatan Kkerja, mengurangi kemiskinan dan mengurang
kesemjangan publik antar dacrah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawal agar
konsisten mengupayakan secara terus menerus alokasi Belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat
puluh persen) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-
undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur
pelayanan publik belum mencapai 40% (empat pulub  persen)
Pemerintah  Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur
pelayanan publik dacrah  secara bertahap dalam waktu 3 (lima)
tahun sgjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
schingga batas akhir Pemerintah Daerah mengoalokasikan belanja
infrastruktur sekurang kurangnya 0% sampat dengan Tahun
Anggaran 2027 sebagaimana ditegaskan pada butir E.l.c.1)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 15 Tahun 2023,

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kepulanan Mentawar (di
luar gaji dan tunjangan| sebesar Rp5.338.886.000 atau 0,54% dari
total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk
mendukung penguatan pcmbinaan dan pengawasan pada
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain tercantum
pada:

1) Kegiatan  Penyelenggaraan  Pengawasan  Internal  scbhesar
Ep2.219.212.600;

2} Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
sehesar Rp217.545.400;

3) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
Penpgawasan sebesar Rpl31.800.000

4) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp292.409.000;

Belum memenuhl alokasi anggaran penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Mentawai yaitu sckurang-kurangnya I1% (satu persen) dari total
belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.d.2)a)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,
Alokas) anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaj
dan tunjangan pada SKPD Inspcktorat, sebagaimana maksud butir
E.2.d.3) Lampiran Pocraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Momor 700.1.1/8737/8)
tangeal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam
Pengawasan Pemerintah Dacrah.
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Untuk itu, Pemerintah Katupaten Kepulauan Mentawai harus
konsisten mengupayakan pemenuhan alokast anggaran untuk
penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemenniah
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawal, sekurang-kKurangnya 1%
fsatu persen) dari tolal belanja daerah dalam Rancangan Perafuran
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun
Anggaran 2024,

Selanjulnya, Pemerintah  Kabupaten Kepulauan  Mentawai
mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan
kewenangannya dalam Rancangan Peraluran Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawal ienlang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk
mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan,
meliputs :

1§ Kegiatan pengawasan, yaitu:

a] Pelaksanaan  pembinaan dan  pengawasan  urusan
pemerinlahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan
dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan
peraturarn perundang-undangan termasuk ketaatan
pelaksanaan norma, standar, proscdur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan
kinerja;

b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana
keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja
Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja
perangkat daerah, Rancangan kKebijakan umum anggaran
dan priorotas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;

c} Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
d) Reviu Laporan Keuangan;

e} Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Rewiu
Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan
tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang
berbasis gender, pemeriksaan pengelelaan keuangan desa;

fi Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil
bupati serta Bupati dan wakil Bupati serentak Tahun 2024,
Pemerintah Daerah perlu meningkalkan pengawasan atas
pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah
lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai
politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis
cutput sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam Angparan Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan.
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik.

g] Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan
Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan
survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan
reformasi  birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi
tirokrasi, Capaian aks pencegahan  korupsi  yang
dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi,
Capaian aksi kcordinasi dan supervisi pencegahan korupsi
terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan
korupsi, Operasionalisasi sapu  bersih pungutan  liar,
Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama
APIP dan aparat penegak hukum dalam  penanganan
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laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi,
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil
pemeriksaan APIP.

2} Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3,
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan
manajemen risiko, pendidikan prolesional berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan seria bimbingan teknis minimal 120
jarn/tahun per APIP.

3] Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat
pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.c Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kempetensi Penyelenggara
Pemerintah Dacrah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN
dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai scbesar Rp4.891.571.750 atau
0.49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran
2024, vang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan
Kompetesi ASN.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah memenithi
alokasi anggaran untuk pendidikan dan pclatihan bagi ASN dalam
rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah
Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daecrah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulaunan Mentawai
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditegaskan dalam
butir E.2.e Lampiran Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar tetap
konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi
kebutuhan terhadap Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

1] Pendidikan dan Pelathan teknis dan fungsional dan/atau
Kepermnimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan
kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan
perundang-undangan.

32} Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka
sertifikasi kompetensi pemcrintahan sebagaimana diatur dalam
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam
Neperi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 108 Tahun
2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokast anggaran dalam rangka Pengembangan
Kompetens: Penyelenggara Pemerintah pada Kabupaten Kepulauan
Mentawai dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi
perhitungan  tersebut  di atas, maka Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Mentawai tidak diperkenankan mengurangi besaran
persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023
sebagaimana ditegaskan pada butir E.2.e Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomear 15 Tahun 2023,
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Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang
ditetapkan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagai berikut :

a. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawal mengalokasikan
angparan dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
Kabupaten Kepulavan Mentawai sebesar Rp525.076.090 atau
0,053% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, pada kegiatan
Peningkatan Kualitas Kcluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pengendatian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar mengalokasikan
anggaran yang memadai dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas
dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesegjahteraan
Keluarga (TP-PKK)] Kabupaten Kepulauan Mentawaidalam
Rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dengan rmemprioritaskan melalui program, keglatan dan sub
kegiatan pada SKPD sesuai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus konsisten
untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai terhadap
dukungan pclaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang
ditegaskan pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2023.

b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas
tugas Ferum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA)
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai pelaksanaan urasan
pemerintahan umum yang menjad: kewenangan Gubernur sebaga
kepala pemerintzhan dan dilaksanakan olch Bupati/Wali kota di
wilayah kerja masing-masing sebesar Rp541.103.100 atau 0,05%
dari total Belamja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pernantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa
dan Paolitik.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawal harus konsisten
untuk menyediakan alokasl anggaran dimaksud yang memadai
sebagaimana diamanatkan dalam bunr E.3.a1.4)i} Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023,

c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB} dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan scbesar
Rp298.128.050 atau 0,03% dari total Belanja Daerah vang
dianggarkan dalam Xegiatan Perumusan Kebijakan Tekmis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekenomi, Sosial dan
Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Mentenn Agama dan
Menter1 Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah Ibadah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus
konsisten untuk mengediakan alokasl anggaran yang cukup
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dan memadal guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah /Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan
Pendirian Rumah [badah yang dianggarkan pada perangkat daerah
vang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa
dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/3J tanggal 25 November
2020 tentang Penyvediaan Anggaran Forum Kerukupan Umat
Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
ditegaskan juga pada butir E.3.a1.3)d) Lampiran Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyvediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN] dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp436.250.396.058 atau 91,04% dari total Belanja
Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal
Tanah sebesar Rpd479.196.966.570 pada Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Hal ini sudah
memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomeor 2 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kccil, dan Koperasi Dalam Rangka
Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang
menyatakan bahwa Bupati/Bupati wajib merencanakan,
mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 409% {empat
puluh persen} nilai anggaran belanja barang/jasa untuk
menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari
hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai hars terus
bherkomitmen untuk mendukung dan menyukseskan Gerakan
Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran
Bersama Nomor 027/1022/58J dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Gerakan Nasional Bangga Buatlan Indonesia pada pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daecrah. Untuk itu agar
Bupati Kepulavan Mentawai:

ja} melaksanakan pengadaan  barang/jasa sesuai  dengan
ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021.

(1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha
mikre, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam
rniegeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat
puluh persen} dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa
yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja
modal di luar belanja modal tanah;

(?) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam
rncgeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam
Negeri [TKDN] ditambah nilai Bobot Manfaal Perusahaan
(BMP] paling rendah 40% {empat puluh persen); dan

{3] memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa
dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki
TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

(6] meningkatkan jurmnlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa
kepada Usaha Mikre dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung
dengan Penvelenggara Perdagangan Mclalui Sistem Elektronik
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(PPMSE]/Marketplace dalam Toke Daring yang dikelola oleh
LKPP.

[¢) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola
pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Daerah agar lebih efektil dan efisien
dengan:

(1) membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog
elektronik lokal;

(2} mencantumkan produk lokal dalam kataleg elektronik lokal;

(3} melaksanakan E-purchasing melalui katalog elektronik
lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(4] melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan
dalam pelaksanaan E-purchasing.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi scbesar Rp?29.374.520.460 atau
73.16% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp996.932.974.518, merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka
pendek scbagaimana maksud Pasal 55 ayat [2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019,

Penvediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

Jumlah alckasi Belanja Pegawal sebesar Rp364.346.316.525 alau
36,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya  jumliah alokasi Belanja Pegawai diluar tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profest guru dan
tunjangan sejenis lainnya yarg bersumber dari TKD yang telah
ditentukan penggunaannya sebesar Rp320.550.764.525 atau 32,15%
dan total Belanja Daerah dalam Rancangan Pcraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawal tentang APBD Tahun Anggaran
2024,

Belum memenuhl ketentuan alokasi beloryoa  pegawai di luar
tunjangan guru yang dialokastkan melafui Tunjangan Kinerja Daerah
maksimal 30% (tiga puluh persen) dar! total belanja APBD.
Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30%
{tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuatkan porst Belanja
Pegawai Daerah secara bertahap dalom wakitu 5 (limg) tahun,
sebagaimana ditegaskan pada butir C.J.2.1)l) Lampiran Peraturan
Menteri Dalarm Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum
pada :

1} Belanja Gaji dan Tunjangan Aparalur Sipil Negara (ASN]

Penvediaan angparan Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar
Rp236.754.129.162 atau 23,75% dari lolal Belanja Daerah,
dapat dianggarkan dalarn Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana
kenaikan gaji peckok dan tunjangan ASN (PNB dan PPPK} serta
pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan
pengangkatan Calon ASN scsual formasi pegawal Tahun 2024,
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kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawal dengan memperhitungkan acress
yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dar
jumlah belanja pegawal untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai
rmaksud butir €.3.a.1}h}) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran belanja Jaminan Keschatan, Jaminan Kecelakaan
Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

a) Belanja Juran Jaminan  Keschatan ASN  scbesar
Rpl3.734.134.219,

b Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN scbesar
Hp576.V51.212.

¢] Belanja luran  Jaminan Kematian ASN sebesar
Rpl.91G.230.248.

d) Belanja Iluran Jaminan Kesehatan bagi DPRD scbesar
Rp6H1.833.876.

gl Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebesar
Rpi1.928 368,

f} PBelanja Jaminan Kematian DPRD sehesar Rp3.785.104.

Yang diperuntukkan bag Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggola DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
tentang APBD Tahun Anpggaran 2024 dengan mempedomani
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistern Jaminan
Sosial Nasional, Undang-Undang Nomeor 24 Tahun 2011 teniang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud
butir C.3.a.1/h}{5) dan butir C.3.a.1)h){6) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor Y0 Tahunp 2015 tenlang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawal Aparatur Sipil Negara.

Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

a} Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp9.192.620.548.

(1) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar
Rp654.370.500.

(2] Belanja Tumangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp2.520.000.000.

(3) Belanja Tumjangan Reses DPRD sebesar Rp630.000.000.

{4] Belanja Tunjangan Kesesjahteraan Pimpinan dan Anggota
DPRD sebesar Rpl1.719.707.348.

{3) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD  sebesar
Epd.652.000.000.

b} Belamja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar
Rp201.600.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mcentawai tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Womor 18
Tabun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengeiompokan Kemampuan Keuangan
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Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanpggungiawaban Dana
Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomorl88.31/7808/SJ perihal
Penjelasan  terhadap Implementasi Substansi Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menten
Dalamm Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap
memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan,
penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran
dimaksud.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp302.919.504
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, sesual dengan Pasal 9 ayat (2} huruf e
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Kecuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
vang menegaskan bahwa biaya penumjang operasional Kepala
Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli
Daerah di atas 50 mulyar sampai dengan 150 mifyar dialokasikan
vaitu paling rendah sebesar Rp400.000.000,00 dan paling tinggi
sehesar 0,40%. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran
tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan
Pemerintah Nomeor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya
harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Dacrah
dimaksud.

5} Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN
sebesar Rp69.284.790.481 atau ©,95% dari total Belanja Dacrah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan
ke dalam rincian obyek belanja :

a} Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kenpa ASN
sebesar Rp33.839.281.301 .

by Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
sebesgar Rp2.323.023.453.

¢ Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
sebesar Rp971.515.514.

d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN
sebesar Rp32.150.970.213

&) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN sebesar Rp48.412.766.600.

Untuk poin 5) dan &) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauvan Mentawai tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran
dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 dan butir [.16.a.1)j){7] Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat
memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawal
Aparatur Sipil Negara {ASN) daerah dengan memperhatikan juga
kemampuan keuangan dacrah dan memperoleh persetujuan DPRD,
yvang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman
pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan
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Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP
bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negert,
dengan mempedomani butir C.3.a.1}h)(7] Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomer 15 Tahun 2023,

7] Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan PPPK sebesar
Rp19.818.721.000.

8] Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG] PNSD dan PPPK sebesar
Rp22.505.271.000,

%) Belanja Tamsil Guru PNSD dan PPPK sebesar Rpl.471.560.000.

Untuk poin 7), 8) dan 9} dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulavan Mentawai tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 untuk Tunjangan Profesi Guru
PNSD dan PPPK, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan
PPPK, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD dan PPPK di Daerah
Khusus yang bersumber dari APEN Tahun Anggaran 2024
melalui  DAK Non Fisik sebagaimana maksud  butir
C.3.a. 1)h)(7)(chi.vii)(iil]] Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta alokasi anggarannya untuk
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

10} Belanja Honorarium sebesar Rp3.413.764.606 diuraikan ke
dalam subrincian obyek :

a] DBelanja Honorarnum Penanggungiawaban Pengelola
Keuvangan sebesar Rp2.258.160.000.

b} Belanja Heonorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar
Rpl.154.104.606

c¢) Belama honorarnium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang
dan Jasa (UKPBJ] sebesar Rpl1.500.000.

Dapat dianggarkan dalam ERancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran
serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selcktif
sesual dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan
dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta
slandar satuan harga vang ditetapkan oleh Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019.

Sclain itu pemberian honerarium tersebut agar mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional dan butir C.3.a.1}h){7}(c)ii.viii] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Repulauan Mentawai dilarang menganggarkan
belanja pegawail yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena
belanja peguwal dianggarkan hanyae untuk ASN Daerah, PPPKD,
Kepala Daerah duan DPRD sebagaimana ditegaskan podo  butir
C.3.a.11h)(9) Lampiran Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

Belanja Barang dan .Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa sebesar
Rp323285.151.235 atau 32,43% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk
menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaainya
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kurang dari 12 {dua belas} bulan, termasuk barang/jasa yvang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan
Daerah guna mencapal sasaran prioritas daerah yang tercantum
dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan
pada pasal 59 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 dan
butir C.3.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain
tercantum pada obyek belanja :

1) Belanja Barang sebesar Rp80.627.520.857 yang anlara lain
diuraikan pada Belanja Barang Pakai Habis scbesar
Rp73.118.279.087, antara lain diuraikan pada :

a] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas scbesar
Rp9.717.638.503.

b} Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebesar
Rp2.306.348.000.

¢} Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
sebesar Rp2.306.348,000.

d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan
Cover sebesar Rpl.129.368.176.

¢} Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
sebesar Rp2.027.586.360.

fi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
sebesar Rp943.928.5680.

gl Belanja Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya sebesar
Rp2.144.868.657.

h) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
sebesar Ep31.476.861.960.

i Belanja Muakanan dan  Minuman  Rapat  sebesar
Rp6.131.140.680.

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata
vang didasarkan alas volume peKkerjaan serta memperhitungkan
estimasi sisa perscdiaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan
mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.2k)ill{a)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2023, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran penggunaan anggaran scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 avat {1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019,

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat, harga yang diangparkan untuk Barang/Jasa yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka
meclaksanakan program dan kegiatan pemenntah dacrah puna
pencapaiarl sasaran prioritas daerah vang tercantum dalam
RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga
beli/bangun barang/jasa yvang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah scluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa
sampal siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir
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C.3.a.2)c){1})(b), butir C.3.a.2ic){l)ic] dan butir C.3.a.2)c)ili{d)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Belanja Jasa sebesar Rpl26.310.948.470 yang antara lain
diuraikan :
a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp84.186.159.672 yang
diuraikan antara lain :
(1} Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator

Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Pombawa
Acara, dan Panitia sebesar Rp3.581.442.000.

(2] Honorarinm Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan sehesar Rp812.410.000.

(3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar
Rp2.592.744.000.

Harus dibatasi penganggarannya dalam  Rancangan
Peraturan Daerzh Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 mcempertimbangkan azas
kepatutan dan kewsajaran dalam pencapaian sasaran
program dan kegiatan, dan selanjutnya dilakukan
pengurangan fumlah alokasi anggaran fersebut di atas
dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun
penyesuaian  harga satuan sesuai  dengan  ketentuan
peraturan  perundang-undangan, serta dalam rangka
mencapai farget kinerja kegiatan dengan mempedomant
standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja
Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa vang
dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan
kontribusi nyvata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan
pencapaian target kinerjanva sebagaimana ditegaskan pada
butir C.3.a.2)c)(2)(a)i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 15 Tahun 2023,

(4} Belanja Jasa Tenaga Pendidikan scbhesar
Rp4.480.884.000.

(5} Belanja Jasa Tenaga Keschatan sebesar
Ep23.765.117.040.

{6) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar
Epl4.257.796.000.

(7) Belamja Jasa Tenaga Kchersihan schesar

Rp4.758.900.000.

(8} Belanja Jasa Tenaga Keamanan scbesar Rp3.953.460.000.

(Y] Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rpl.428.350.600.
{10]Belanja Jasa Operator Kapal sebesar Rp2.882.393.600.

Harus dibatasi dan dikurangt atokasinga dan agar diarshkan
untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan
mempedoman pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2018 tentang Managjemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan
instans pemerntah dilarang mengangkat pegawan non PNS
dan/atau non PPPK untuk mcnpisi jabatan ASN. Dan bagi
pegawal non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah



b

-51 -

termasuk badan layanan umum  daerah  sebclum
diundangkan peraturan pemerintah inl masih tetap
melaksanakan tugas paling lama 5 (lima] tahun dan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat
diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Terhadap pengisian jabalan pelaksana di lingkungan instansi
pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksanaan Bagl Pegawal Megern Sipil  di
Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila peruntukannya untuk mengakomedir pengangkaian
baru bagi pegawat non PNS dan/atau non PPPK untuk mengist
jabatan peluksana ASN sebagaimana disebutkan di atas,
maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Menfaivai tidak
diperkenankan uniuk mengaiokasikan anggaran tersebut
dan harus dialithkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM
dan alokas belanfa yong diwajibkan lainnya yang belum
terpenuhi sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11)Belanja Tagihan Air sebesar Rp55.100.000.
{12)Belanja Tagihan Air sebesar Rpl194.200.000.
(13)Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp4.417.000.000.

(14)Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV  Berlangganan
sebesar Rp3.819.347.000.

Pengangegarannya agar disesuaikan dengan kebutuhan vang
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah
pegawal dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan
aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta
penghematan penggunaan anggaran sesual dengan maksud
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nemor 12 Tahun 2019
sebagaimana  ditegaskan pada buatir  C.3.a.2)c){2){aj1
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

Belanja [uran Jaminan/Asuransi sebesar Rpl4.133.775.7G8
yang diuraikan :

(1} Belanja [uran -Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebesar RpW5s. 974,000,

{2] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar
Rp4.736.186.332.

(3} Belamja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di lar
Cakupan Layanan BPJS schesar Rpl144.866.250.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai dalam rangka mewujudkan Universal
Health Coverage (UJHC) guna terselenggaranya jaminan
kesehatan bagl selurub penduduk, di luar peserta penerima
bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang
dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan
pcmberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak diperkenankan
mengelola sendiri  (sebagian atau  scluruhnya) Jaminan
Kesehatan Daerahnya dengan manfaal yang sama dengan
Jaminan Kesehatan MNasional, termasuk mengelola sebagan
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Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda
sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2}{bliv.i] dan butir
D.16.a.2)c}{2){bjv.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomoer 15 Tahun 2023,

(4] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekena
Rentan sebesar Rp4.764.000.000.

(5] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
sebesar Rpl128.990.760.

{6) Belanja luran Jaminan Kemalian bagl Non ASN sebesar
Rp161.238.456.

(7] Belanja luran Jaminan Kematian bagl Pekerja Rentan
scbesar Rp3.239.520.000

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Non ASN maupun pekerja rentan mengikuti
ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nemor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kemaltian sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015,

Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 teniang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013
tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial,
[nstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud butir  C.3.a.2)cj{2}(b] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

(1) Belanja Sewa  Peralatan dan  Mesin  sebesar
Ep9.258.241 840,

2] Belanja Sewa Gedung dan Bangunan  sebesar
Rp578.700.000.

i3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.000.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawal tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada
masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlehih
dahulu penggunaan barang milik daerah.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah
terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,
kepatutan dan kcwajaran serta penghematan penggunaan
anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat ([l)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiens penyediaan anggaran
tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka
peningkatan kuantitas dan kuahtas fasilitas aset daerah
dengan didasarkan pada pcrencanaan kebutuhan barang
milik daerah yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
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Perencuanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan
dan/atau standar harga sesual amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016,

Belanja Jasa Konsultansi Kenstruksi sebesar
Rpl2.253.668.000.

Belanja Jasa Konsultansi Non  Konstruksi  sebesar
Rpl.703.603.160.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa
Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran .Jasa
Konsultasi Konstruksi mengikuti konsep full costing atau
nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal
adalsh sebesar harga beli/bangun asel sampai siap
digunakan. Sclanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Mentawal dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi
apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam
Pengerjaan {KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana maksud butir
C.3.a.2}c)12){g} Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negerl
Nomor 15 Tahun 2023.

Belanja Kursus/Pclatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis
serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Bp3.945.700.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, dengan tetap memperhatikan aspek
elektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewsajaran serta
penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk
menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas
sumber daya manusia bagli Pejabat Dacrah dan Staf
Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta
unsur lainnya seperti tenaga ahl diprioritaskan untuk
diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis atau scjenisnya tersebut diselenggarakan di luar
daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan
mempertimbangkan  aspek- aspek  urgensi,  kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,
kuaiitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta
manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna
efektifitas penggunaan anggaran daerah.

Belanja Pemeliharaan sebesar Rp27.013.228.208 vang diuraikan
pada :

a
b

cj

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan  Mesin  sebesar
Rp7.074.120.000.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan scbesar
RpS.306.179.265.
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar
Rpl4.632.928.943,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran
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2024, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan
aspek cfcktifitas, efisicnsi, kepatutan dan kewajaran serta
penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan
kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat {1} dan ayat (2} Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Millk Daerah, serta butir
(:.3.2.2)c){3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp6(.593.351.700 yang hanya
terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Neger.

Dalamm penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus
memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya
riil dan pengalckasian pada kode rekening yang sesuai dengan
maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan.
Selanjutnya  dirasionalkan dan  dikurangl jumlah
anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian
tarpet kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Mentawai agar menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan
Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capatan kinerja
perjalanan dinas dimaksud, sehingga relevan dengan substansi
kebijakan pemcerintah daerah dan hasilnya dilaporkan seccara
transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas
harus memperhatikan butir C.3.2.2)c)(4) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sehagairmana dimaksud dialihkan
untuk mendanai  Kegiatan dan  Sub  Kepiatan prioritas
sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang
menunjang pencapaian Prooritas Pembangunan Nasional Tahun
2024 sesual dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai untuk memenuhi  alokasi anggaran
penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauwan Mentawal sekurang-
kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah (diluar gaji
dan tunjangan), untuk memenuhi alokasi anggaran untuk
pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan
kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit
0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga /Pihak Lain/Masvarakat sebesar Rpl2.252.720.000 yang
diuraikan pada Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak
Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kepatutan dan kewsjaran seria penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuban nyata
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pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada
kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu
prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak
sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah  milik
Pemnerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek
strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam butir C.3.a.2kc}(3) Lampiran Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

1i Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp16.487 .382.000.

2] Belanja Modal Peralatan dan Mesin  BOS  sebesar
Rp4.399.137.600.

3] Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rpl.850.900.400

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp22.737.420.000 sama nilainya
dengan alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai teniang APBD
Tahun Angparan 2024 schesar Rp22.737.420.000, sudah sesual
maksud Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 24 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada
Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4}a}{4}(e)ii. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Modal Belanja
Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp20.000.000 agar
dirasionalisai ({dinthilkan] karena obyek belanja ini  hanya
diperuntukkan bagi unit pelaksana tekmis dinas/badan yang telah
berstatus BLUD, sampai saat ini belum ada pembentukan BLUD
pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hal ini tidak sesual dengan Pasal 346 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 yang menyebutkan disebutkan bahwa: Daerah dapat
membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 disebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang
sclanjutnya disingkat BLUD adalah sistern yang diterapkan oleh unit
pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai flcksibilitas dalam peola
pengelolaan  keuangan sebagai pengecualian dari  ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya, seclanjutnya pada Pasal 2
disebutkan bahwa BLUD bertuyjuan untuk memberikan layanan
umum secara lebih efektif, cfisicn, ckonomis, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan
dan manfaat s¢jalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk
membantu  pencapaian  tujuan  pemerintah  daerah  yang
pengelolaannya  dilakukan  berdasarkan  kewcnangan — vang
didelegasikan oleh kepala daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar segera
mengambil langkah-langkah strategis serta melakukan
koordinasi yang intensif dengan pilhak pihak terkait di

Pemernntah Kabupaten Kepulauan Mentawal dalam rangka
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pembentukan Badan Layanan Umum Daerah untuk pelayanan
dasar dibidang Keschatan.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah sebesar
Rp32.375.702.700 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan antara lain pada :

1] Belanja Hibah kepada  Pemerintah Pusat schesar
Rp20.806.244.600

2) Belanja Hibah  kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar
Rpl10.942 230.100.

3] Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar
Rp627.228.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraluran Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Pasal 298 ayat (4] dan ayat {5] Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan.

Sclanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanail urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Bilihan yang
diwajibkan cleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawaiserta
untuk mendanai program dan kegiatan prioritas vang terkait
langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud,
penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat
dianggarkan sepanjaong telah memenuhi persyaratan dalam
rangka menunjang pencapaian Ssasaran program dan kegiatan
pecmerintah daerah sesuai urgensi dan Kepentingan daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan dan juga bertuyjuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinva resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal
298 avat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
& Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan uriusan
pemerintahan wafib diantaranga terkait pelayanan dasar
dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai
{dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di
Kabupaten Kepulauan Mentawai haru sebesar
Rp96.177.145.167 atau 9,65% dari total belarja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah teniang APBD Tahun Anggaran
2024}, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai wafib
mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhian
Belanja Urusan Pemerintahan Wajflh terkait SPM tersebut,
sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat {3) dan pasal 18
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
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Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan dan perianggungjawabannya terhadap belanja hibah
tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan
anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan
rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan
pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat
sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alockasi anggaran belanja
hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah
daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja
hibah dan banluan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan
pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Selactariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus
mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum
pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-FPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja
Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar
Rp627.228.000 atau 0,06% dari total belanja dacrah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawail
tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harms mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 201% tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor o
Tahun 2019 tenlang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
schagaimana dimaksud butir C.3.a.5)d}(7} Lampiran Pcraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.9.1/435/8J tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Bupatikota dan
Wakil Bupali/Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januar 2023, maka
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawal agar memastikan
tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan
Pemilihan Kepala Dagrah serentak kepada Kemisi Pemilihan Umum
(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% darni
seluruh kebutuhan di APBD Tahun Anggaran 2023 dan 60% sisanya
dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan
tahapan-tahapan  Pemilu/Permilukada  serentak  di  Kabupaten
Kepulauan Mentawal Tahun 2024, Pemenntah Kabupaten Kepulauan
Mentawai harus mengalokasikan hibah kepada KPU dan
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawal sebesar sisa fotal
kebutuhan pada APBD TA 2024 ini, sesuai NPHD yang telah dilanda
tangani oleh Kepala Dgerah dan Pimpinan KPU serta Bawasiu
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam Lampiran Il Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang
Penjabaran APBD TA. 2024, lercantum besar aloiasi Belanja Hibah
untuk KFU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar
Rpl13.098.000.600 atan 6£9,54% dari total NPHD  sebesar
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Rp19.698 000.600 dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawat
sebesar Rp4.808.244.000 atau 80,03% dari total NPHD sebesar
Rp6.008.244.000.

Untuk menjamin  ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan
tauhapan-tahapan  Pemilu/ Pemilukada serenitak di  Kabupaten
Kepulauan Mentaweai Tahun 2024, Pemenntah Kabupaten Kepulauan
Mcntawai sudah memenuhi alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu
Kabupaten Kepulauan Mentawai sisa total kebutuhan pada APBD TA
2024 ini, sesuai NPHD yang telah ditanda tangani oleh Kepala Daerah
dan Pimpinan KPU serta Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meniawai.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rpl55.911.815.335 atau
15,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daecrah
Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan
sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah,
sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan
Meniter! Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran
vang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya
vang memenuhi krileria mempunyai masa manfaat lebih dan 12 [dua
belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan
melewati balas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir C.3.b.1),
C.3.0.2) dan butir €.3.b.3} Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomeor 15 Tahun 2023,

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah {BMD) dilakukan sesuai
dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan dacrah berdasarkan
prinsip efisiensi, efcktif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam mnegeri. Selanjutnya,
perencanaan kebutuhan barang milik dacrah merupakan salah satu
dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk
kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative} dan angka
dasar (baseling} serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan
barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,
standar kecbutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar
kebutuhan oleh Bupati Kepulawan Mentawai sesual amanat Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud
butir €.3.5.7), C.3.b.8}, C.3.b.9) dan C.3.b.10} Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal pelaksanaan pcngadaan barang milik daerah terdapat
perubahan  kontrak mengakibatkan penambahan nilai  kontrak,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yvang
tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54
avat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp6.735.436.000 yang diuraikan ke
dalam belanja antara lain :

1) Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp2.685.000.000.
2) Belanja Modal Lapangan scbesar Rp4.050.436.000.
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b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin scbesar Rpl17.608.493.739 yang
diuraikan ke dalam belanja antara lain :

1} Belanja Modal Alat Angloutan sebesar Rp3.787. 168.090.
2) Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp607.450.000.

3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar
Rp2.349.761.098

4) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar
Rp1.209.824.514.

5) Belanja Modal Komputer sebesar Rp2.414.727.120
¢. Belanja Medal Gedung dan Bangunan sebesar Rp32.658.219.959.

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp96.902.265.237
yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :

1} Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp76.279.273.397.
2] Belanja Modal Bangunan Air scbesar Rpl3.244.284.840.
3} Belanja Modal Instalasi sebesar Rp4.613.707.000

e. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp156.500.000 untuk
pengadaan software.

Dapat dianggarkan dajam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainnya yang memenuhi kriteria mempunyat masa manfaat lebih dari
12 [dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan
Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesual kewenangan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana maksud
Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64
Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019,

Penpanggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kKewenangan
dan kemampuan keuungan dan kebufuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya,
penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah {RKBMD] yang disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak diperkenankan
menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada
RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya
agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya
juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 ientang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah, sebapaimana maksud butir C.3.b.4}
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.000.000.000
atau 0,20% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan
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Daecrah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran
2024,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah kabupaten
Kepulanan Mentawal tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun
jumlah alckasinya perlu untuk dihitung kembali dan nominalnya
disesuaikan dengan proveksi kebutuhan yang dihitung secara rasional
dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023
dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah,
serta amanat peraturan perundang-undangan, scbagaimana maksud
Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2019
scrta butir €.3.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp109.646.638.723 alau
11,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Menlawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
yvang diuratkan sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp2.762.085.823 atau 8,45% dari total
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancanpgan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawa) tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp32.670.707.734 diuraikan dengan rincian
obyek:

1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp946.052.235, vyang
diuraikan ke dalam nncian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintahan Desa atau 10,49% dari total Pajak
Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024
scbesar Rp9.016.302,757.

2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rpl.8B16.033.588 yang
diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi
Dacrah Kabupaten/Kota Kepada Pemnerintahan Desa atau 7,68%
dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulanan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebezar Rp23.654.404.977.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mengalokasikan
angparan untuk belanja bagi hasil kepada desa, dimana besaran
alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak
daerah dan retribusi dasrah Kabupaten Kepulauan
Mentawaidimaksud  dianggarkan secara bruto sebagaimana
ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7] Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 dan butir 3.16.d.2)a){8} Lampiran Peraturan Menten
Dralam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rpl06.884.552.900 atau
10,72% dari tolal Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 yang diuraikan ke dalam rincian obyelk Belanja
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada
Desa termasuk di dalamnya Dana Desa dari APBN sebesar
Rp45.136.504.000, schingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan
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Umum Daecrah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar
Rp61.748.048.900.

Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang
dialokasikan tersebut sudah memenuhi ketentuan pasal 72 ayat (4)
dan avat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi
Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dan DTU
[DAU dan DBHj yang diterima oleh kabupaten/kota yang mernilili
desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-S5DA
Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas
Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar
Rp391.863.996.000 vyaitu sebesar Rp39.186.399.600.

Untuk itu, Pemerintah Kabupatlen Kepulanan Mentawal agar
konsisten untuk menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan
kepada Desa sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.d.2/b)f8),
C.3.d.2b)(9), C.3.d.2jp} 10}, C.3.d.2)b)11) dan butir C.3.d.2/bj)(12]
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 15 Tahun 2023.

D. Kebijakan Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp41.909.027.815, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebagai berikut:

1Y Penerimaan daerah vang dianggarkan dalam APBD harus merupalkan
rencana penerimaan daerash yang terukur secara rasicnal yang dapat
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2! Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas
penerimaan daerah dalam jumlah yvang cukup.

Pembiayaan Daerah merupakan semua pencrimaan vang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran vang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang terdiri :

1. Pencrimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawail tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan
pembiayaan sebesar Rp41.909.027.815 yang berasal dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Tahun Sebelumnya

Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada
penghitungan dengan cermat dan rasional dengan
mempertimbangkan  perkiraan realisasi anggaran Tahun
Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanga
pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat
didanal akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan
sebagaimana ditegaskan pada butir C.4.a.2}all} Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam hal! terdapat SILPA yang telah ditentukan penggunaannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran
sebelumnya, Pemerintah Kabupalen Kepulauan Mentawal wajibh
menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya scbagaimana
maksud butir C.4.a.2Ja)f3} Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negerl
Nomor 15 Tahun 2023.



-62-

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kineria layanan finggi, SiLPA dapat
diinvestasikan danjatau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang
harus dipenuhi sebagaimana maksud butir C.4.a.2)ajf4) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023,

Serta dalam hal SIiLPA daerah tinggl dan kinerja layanan rendah,
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawaidapat mengarahkan
penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan
publik daerah vang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah
sebagaimana maksud butir C.4.a.2ja}f3§6) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Memperhatikan data target Silpa APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2023 pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
2023 sebesar Rp94.251.377.654 dibandingkan dengan rencana SILPA
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp41.909.027.815 terdapat sclisih
kurang sebesar Rp{52.342.349.839), meka untuk menghindari
kemungkinan terjadinya pengeluaran di Tahun Anggaran 2024 yang
tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya Silpa tahun 2023 maka
Bupati dan DPRD Kabupaten Kcpulauan Mentawai agar tetap secara
konsislen mengalokasikan target SILPA sesuai dengan polensi ril dan
kewajararn.

Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawal tentang APBD Tzhun Anggaran 2024 tidak terdapat anggaran
pengeluaran pembiayaan.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN
RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A.  Kesesualan Program, Kegiatan, dan 3Sub Kegiatan Ranperda dan
Ranperkada dengan Perubahan RKPD
Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta plafon anggarannya
dalam REKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebagaimana Tabel 11 sebagai berikut:
Tabel 11
Kesesualan Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan scrta Plafon
__ Anggaran Ranperda APBD TA. 2024 dengan RKPD dan KUA-PPAS
. Mo Keterangan RPJMD RKFD KUA-PPAS APBD
- 1. | Jumlah I'rogram 105 10 P07 1805
I 2. | Jumlah Kegiatan | 214 a5 254 214
a3 i:;;f:;““ 570 575 563 570

Jumlah Alokes

© | Anggaran (Rp|

G600 742,349 (00

B0 3 255 975 (0

oo 232,974 518,00

930,400,742, 445 .00

Jumlah program sebanyak 1035, jumlah kegiatan sebanyak 214 dan
jumlah sub kegiatan sebanyak 570 pada Rancangan Peraturan Daerah
Kabupalen Kepulauan Mentawai tentang APBD TA. 2024 tidak sesuai
dengan jumlah program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2024,

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Mentawai hanya diperkenankan melakukan penambahan program,
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kegiatan dan sub kegiatan aritgra RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD
sepanjang memenuhl kntena darurat atau mendesak sesual Keteniuan
peraturun perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasol 23
ayat (2} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab 0T huruf A
angka 2 huruf b dan ¢ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020,

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, lerdapat Sub kegiatan vang
terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawal tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraluran
Bupati Kepulauan Mcentawai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2024 narmun tidak terdapatl dalam REKPD atau KUA dan PPAS, antara lain:

1. Dinas Kesehatan, Pengendahan Penduduk dan Keluarga Berencana ¢

a. Pemeriksaan Poslt Market pada Produk Makanan-Minuman industri
Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan

2. Rumah Sakit Umum Daerah :
i Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diantaranya :
a. Pembangunan Kanal Banjir
b. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

¢. Penyusunan Rencana, Kebiiakan, Strategi dan Teknis Sistem
Drainase Perkotaan

d. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kahbupaten/Kota
dan Desa

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Dinas Sosial, Pmberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
a. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
b. Penvediaan Sandang
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan :
a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana:

a. Pemantavan Data dan Informasi Keluarga Benisike Stunlng
{Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Tbu Hamil, Pasca
salin /kelahiran, Baduta/Balila)

b Pendampingan heluarga Berisike Stunting (Termasuk remaja Calon
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/keiahiran,
Baduta/Balita)

8. Dinas Perhubungan
a. Penpadaan Aset Tetap Lainnya
5. Dinas Penanaman Maodal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Penyvelenggaraan Pendataan dan  informasi Sarana Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja serta Pengupahan
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b. Penvelesaian Permasalahan dan Hambatan yvang dihadapn Pelaku
Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

10. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

4. Pemberdayvaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinas) Pariwisata
kabupaten/Kota

C. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Kepulauan Menlawal tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan
Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawar tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2024 belum sepenuhnya berpedoman pada RKPD
serta KUA dan PPAS scbhagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023,

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kkepulauan Mentawa: agar
konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulal dan
RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraluran Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal
263 ayat {3), Pasal 310 ayvat (1}, ayat {2} dan ayat (3] Undang-Undang Nomoer 23
Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023, Pasal 17 ayvat (2) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuanpan Negara, Pasal 23 avat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penvusunan,
Pengendelian dan Evaluas: Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan
Pasal 23 ayat (2], Pasal 89 ayat {1) dan Pasal 90 avat (3} Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 seria Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pcongendahan dan Evaluasi
Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan .langka Panjang 0[aerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemenntah Daerah.

[alam hal kegistan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat,
kcadaan luar biasa, dan amanat dan peraturan perundang-undangan vang
Iebih tingg setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulausn Mentawal tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 disctuyjul bersama, Pemenntah Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai menvesuaikan program. kegiatan dan sub kegiatan baru untuk
selanjutnyva dilampung dalam Peraturan Daerah hkabupalen Kepulauan
Mentawai tenlang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAJAN RANCANGAN PEEATURAN DAERAH TENTANG APED DAN

RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANCG
PENJABARAN APBD DENGAN RPUMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Kepulauan
Mentawa) tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan
Bupati Kepulauan Mentawai tenlang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024
dengan RPJMD sebagaimana maksud Lampiran VIl Rancangan Peraturan
Daerah Kabupalen Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
scbagai berikut:

}. Terdapat perbedaan jumlah anggaran yvang tercantum dalam RPJMD pada
Tahun 2024 sebesar RpBG0.307.764.721 sedangkan vang tercantum dalam
Rancangan Peraturan Dacrah kabupaten Kkepulauan Mentawai tenlang
APBD Tahun Anggaran 2024 Rp996.932.974 518; dan
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2. Jumlah program yang tercantum dalam RPIMD pada Tahun 2024

scjumlah 110 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan
Peraturan Da¢rah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun
Angegaran 2024 sejumlah 107 program.

Berkaitan dengan itu, Pemernntah Kabupaten Kkepulavan Menlawai agar
memperhatikan:

1.

Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja
davrah setiap tahun dianggarkan scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, terutama menyvangkut pelaksanaan program prioritas
dacrah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan

2. Jumlah program. kegiatan, dan sub kegiatan aguar didasarkan pada hasil
[asihitas) RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2024,

3. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian
target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikalor Kinerja Utarna [IKU)
dan Indikator Kinerja Dacrah (IKD) schagaimana tertuang dalam RPJIMD
Kabupaten Kepulauan Mentawa Tahun 2024-2026,

V1. LAIN-LAIN

Pemeriniah Kabupaten Kepulauvan Mentawai dalam menyusun APBD Tahun
Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan leknis penyusunan APBD,
juga mempedomani antara lain sebagal berkut -

A

Penganggaran pendapatan, belanja. dan pemibrayaan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawar tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam
Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedoman: ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah
Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah

kabupaten/kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

a. rehabilitasi sosial PMKS lainnyva bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
di Luar Panti Sosial;

pemeliharaan anak-anak terlantar;

pengelolaan pendidikan non lormal/kesetaraan;

pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyvarakat:

pencegahan dan penyelesalan  perselisihan hubungan indusiral.
mogok kerja dun penutupan perusahaan di daerah kabupaten fkota.

"0 o

2. menctapkan data sasaran keluarga miskin ckstrem berdasarkan hasil

musyawarah desa/kelurahan  yang dibuktikan dengan  berita  acara
musyawarah desa/kelurahan melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
a. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota;

b. advokasi, pemberdavaan, kemilraan, peningkatan peran serta
masyarakat dan lintas sekior tingkat daerah kabupaten /kota.

3. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran

data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) melalu
kegiatan /sub kegiatan antara lain:



C.

E.
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a. penyedizan fasilitas pelavanan keschatan untuk UKM dan UKP
kewenangan daerah kabupaten/kota;

b. pemberdavaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya
dalam daerah kabupaten/kota, dan

¢. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi,

4, memfasilitasi penycdiaan perumahan bagi penerima manfaat: dan

menvampaikan laperan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

I['.H-

Menindaklamuti  Surat  Edaran  Menteri Dalam  Negeri  Nomor
900.1.9.1/3252/5J tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan
Walil Gubermur, Bupali dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten
kepulauan Mentawai harus mengalokasikan anggaran serta memastikan
cukup tersedianya alokas: anggaran untuk Hibah Pemilihan Kepala Daerah
serentak kepada KPU dan Bawaslu sesuai kebutuhan di APBD T4, 2024, Bila
Ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan ditindakianjuti maka nomor register
untuk penetapan Perda APBD 2024 tidak akan diberikan. Untuk itu,
pada saat pemerintah Kabupaten kepulauan Mentawai menyampaikan hasil
tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyeriakan dokumen resmi terkait
besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebaga: data pembanding uniuk
penerbitan  atau udak menerbitkan nomor register pada APBD 2023,
Dokumen resmi terschut berupa salinan Naskah Perjanjian Hibah Dacrah
(NPHD] tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyeienggaraan pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 antara Bupati
Kepulavan Mentawaidengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten
Kepulauan Mentawal.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dekumen perencanaan dan
penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan
keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan
APBD vang berkualitas serta memamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah
perencangan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP
scbagal  gquality assurgnee untuk melakukan  reviu  atas dokumen
perencanaan dan penganggaran dacrah yakni reviu atas RKPD, Rencana
Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait
dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP.
Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA SKPD
disampaikan kepada Gubermur scbagai wakil Pemcerintah Pusat dan
ditembuskan kepada [nspektur Jenderal Kementenian Dalam Negen paling
lama 7 (tujuh) hari sctelah pelaksanaan reviu selesal dilaksanakan,

Pemenntah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar memastikan ketersediaan
alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi non PNS yang udak masuk ruang lingkup peserta dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 vang diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerinlah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedornan:
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyelengparaan
Program .JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekenja pada pemberi kerja
penvelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menten Tenaga
Kerta Nomor S Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaun Kerja, Juminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
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F. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar melakukan langkah-
langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor
listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas
operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan
daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (Battery Electric Vehicle] Sebagai Kendaraan Dinas Operasional
dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah.

G. Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
400.14.1.1/6325/BAK tanggal 15 November 2023, hal Tuan Rumah
Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP} dan ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat
(Satlinmas) tingkat Nasional dimana Provinsi Sumatera Barat ditunjuk
sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut, maka Bupati Kepulauan
Mentawai agar mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
rangka mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan peringatan HUT
Satpol PP ke-74 dan Satlinmas ke-62 Tingkat Nasional Tahun 2024 di
Sumatera Barat. Untuk itu diminta Bupati Kepulauan Mentawai menyiapkan
dan memastikan ketersediaan anggaran vang memadai pada APBD Tahun
Anggaran 2024 untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan
dimaksud.

GUBE SUMATERA BARAT,
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